SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penanaman modal yang telah memperoleh
perizinan berusaha perlu dikendalikan dan diawasi secara
terpadu dan terstruktur guna memastikan kepatuhan pelaku
usaha terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
mencegah terjadinya penyimpangan dan sengketa dalam
pelaksanaan penanaman modal;

b. bahwa dengan banvaknya investasi di Daerah perlu diimbangi
dengan mekanisme pengendalian dan pengawasan vang efektif
dan terstruktur, untuk memastikan kepatuhan penanam modal
terhadap standar, perigzinan, dan komitmen yang telah
discpakati, serta untuk melindungi kepentingan masyarakat
dan lingkungan dan dampak negatif kegiatan penanaman
modal;

¢, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Investasi dan
Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penvelenggaraan
Perizinan Berusaha dan Berbasis Risiko dan Fasilitas
Penanaman Modal Melalui Sistem Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik  (Online Single Submission), dan berdasarkan
ketentuan Pasal 57, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu adanya pengaturan
terkait Pedoman Pelaksanaan Penanaman Maodal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penanaman
Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 1820), sebagaimana teiah beberapa Lali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Momoer & Tahun 1963
tentang Pembentukun Dacral: Tingkat 11 Tanah Laul, Daerah
Timgkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat 11 Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Momor 2¥ Tehun 195% tentang
Peretapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkar 11 di  Kalimantan
jLembaran Megara Republik Indenesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Hegara Republik Indonesia Nomoes 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Medal (Lembaran Megara Republik [ndonesia Tahun 20407
Nomor &7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724} schagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 lenlang
Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran MNegera Republik Indonesia Tahun 2023
Momer 91, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia
Momor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang [Informasi dan
Trantaks! Elekironik {Lembaran Negara Republik ndonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 4843), scbegaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nemor | Tahun 20024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang [nisormasi dan Transaksi Elekironile
[Lembaran Megara Republik [ndoncesia Tahun 2024 Nomer 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor B203),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah [Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Noemor 4866|, schagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang MNomor & Tahun 2023 tentang Penctapan
Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-\Undang MNomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kega Menjadi Undang-Undang
iLembaran Negara Republik mdonesia Takun 2023 Nomor 4],
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomer 6858);

Undang-Undang Hemor 25 Tahun 2004% tenteng Pelayanan
Publik |Lembaran MNegara Republik Indopesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S038],

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 entang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nemmor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234], sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakihir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tenlzng Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pemnbentukan Peraturan Perundang-
undangan |[Lembaran Megara Republik Indonesia Tabun 2022
Nomor 143, Fambahan Lembaran Negars Republik [ndonesia
Nornor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahan 2014 tentang Pemerintahan
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Daerah [Lembaran Negara Republik Indenesia Tabun 2014
Nomor 224, Tembsahban Lemhbaran Negara Republik indonesia
Nomer 5587}, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penctapan Peraturan Pemenintah Penggant Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Herpa Menjadi Undang-
Undang [Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6858);

Undang-Undang Noemor 30 Tahun 2014 1entang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambabhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3601), sebagaimana 1ielah diubah denpan
Undang-Undang Nomor & Tshun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Momor 2
Tahun 2022 tentang Cipln Kega Menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nemer 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5835);

Undang-Undang Nomor £ Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan [Lembsrarr Negara Republik Indonesia
Tahurr 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6779);

Peraturan PFemerintah  Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelakesnasan Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Momor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesla Nomor 3357);

Ferataran FPemerintah MNomor 29 Tahun 2018 tentang
Pemberdayasn Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2¢18 Nomor 18], Tambahan Lembaran NHegara Eepublik
[ndonesia Nomor G220,

Peramuran Pemerintah MNomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelengparaan Sistem dan Transaksi Elektronile {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomoer 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

Peratuiran Pemenntah Nomor © 2 Tahun 221 tentang
Penvelenggaraan Perizinan Berusaba di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 18);

Peraturant Pemerinoteh Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasia  Risiko
{Lerharan Megara Republik [ndenesia Tahun 2035 Nomor
0%, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor F115);

Peraturan Presiden Momor 16 Tahun 2012 tentang Kencana
Umam Penanaman Modal [Lembaran  Negara Republik
Indonegia Tahun 2012 Nomor 42);
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Peraturan  Presiden Nomor 97 Tahun 2014 (entang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor L0 Tahun 2021 tentang Bidang
Usaha Penanaman Modal |(Lembaran HNepara Republik
Indonesia Tahun 202) Nomnr /1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Przsiden Nomor 49 Tabun 2021 tentang
Perubshan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021
tentang Bidang Usaba Penanaman Moedal (Lembaran Megara
Republik Indenesia Tahun 2021 Nomor 128);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 52 Tabun 2011 tentang
Standar Opcrasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berila MNegara FRepublik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

Peratiyran Menteri Dazlam Negeri Nomor 138 Tabun 2017
tenteng  Penyelengearaan Pelayanan Terpadu Salu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik [ndencsia Tahun 2017 Nomor
1956),

Peraturan Menters Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013 tenttang
Pembentukan Produic Hulbhum Daerah (Berita Negara Republik
Indenesia Tahun 2015 Nomor 2036|, scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 120 Tabhun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen
Momor 80 Tahun 2015 tenteng Fembentukan Produk Hulum
Daerah {Beritag Begara Republik Indonesia Tahun 2019 Namor
137);

Peraturan Mentesi Dalam Neger Nomor 25 Tahun 2021 entang
Dinas Penanaman Medal dan Pelayanan Terpadu Sata Pintu
(Berita Negara Republik Indonesia Tahuon 262! Nomor 835);

Peraturan Menteri  [nvestasi dan  HilirisasifKepala Badan
Koordinasi Penanamat Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Pernznan Berusaha
Berbazis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem
Perizinan Berussha Tenntegrasi Secara Elektronik (Online
Single Submission) {Berita Megara Republik Indanesia Tahun
2025 Nomor 738);

Peraturan Draergh Kabupaten Tabalong Nomer S Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal [Lembaran Daerah
Kebupaten Tabalong Tahun 2022 MNomer 5, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Tabalong Nomor $);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Momor 5 Tabhun 2025
teritang Pembentukan dan  Susunan  Perangkat Daerah
[Lembaran Deerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nemor 3,
Tambahan Lembaran Dacrak Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Peraturany Bupath Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 entang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsl 3erta Tala
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong {Berita Daerah
Kabupaten Tabaleng Tahun 2025 Nomor 47);
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MEMUTUSEAN:

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANG PEDCOMAN  PELAKSANAAN

FPENANAMAN MODAL.

BAE [
EETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

il

10.

11.

12.

13.

14.

15,

Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Eepublik Indonesia yang memegang
kelruasean pemerintahan negera Republilke Indonesie yang dibaniu oleh Walal
Presiden dan menteri scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1943,

Pemerintah Daerah adalah Bupati sehagal unsur peny¢lenpgara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adatah Bupati Tabalong.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daergh dalam penyclenpgaraan urusan pemetintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten Tabalong.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pina yang seianjutnya
disingkat DPMPTSP adalsh organisasi perangkat dasrah permermtah provingi
atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahean dacrah di tidang penanaman modal.

Kemenferian Inveslasi dan Hilirisasi yang selanjutnya discbut Kementerian
adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintaban i bidang
investasi dan suburusan pemenntahan hilinsasi yang merupakan bnghup
uruzan pemenntahan di bidang investasi

Badan Koordinasi Penanaman Modal yang szlanjutnya disingkat BKPM adalah
lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Presiden,

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanpinys disingkat PEBER adalah
perizinan herusaha yang menggunaksan pendekatan berbesi=s risiko yang
diperoleh dari hasil analisis risike setiap Kegiatan usaha.

Risiko adalab potensi terjadinya cedera atau kerugian dan suatu bahaya atau
kombinasi kemunpkinan dan akibal bahaya.

Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB edalah legalitas yang
diberikan kepada pelaku usaha unituk memulai dan menjalankan usaha
danfatau kegatarinya.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selamutnya
disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha
untuk menunjang kegiatan usaha.

Sistern Perzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektrenik (Omline Single
Submission) yang sclanjuthya disebur Sister OS5 adalah sistem elektronik
terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan cleh lembaga OS5 untuk
penyelenggaraan PEBR.

Lembaga Pengelola dan Penyeicnggara OS5 yang selanjutnya disebut Lembaga
Q855 adalah kementerinn/ adan yang menyckenggarakan urisan pernerintahan
di bidang nvestasi dan subumisan pemerintahan hilifisesi dan tugas
pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal.

Pelayenan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adaish
pelaysnan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan tahap penyslessian produk pelayanan melalui
Salu pintu,
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Pelaku Usaha adalah orenp perseorangan ateu badan usaha yang melakukan
usaha dan/atau kegatan poda bidang tertentu.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik clch
Penanam Modal Dalam Negeri mavpun Peoanam Modal Asing untuk
melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalab
kegiatan menanam modal untuk melalukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam MNegenn dengan
menggunakan modal dalam neger.

Penatniaman Modal Asing vang selanjuthys disitgkat PMA adalah Pensnaman
Modal Asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bidang Penanaman Madal.

Nemor [mduk Berusaha yang selanjutnys disingkat NIB adalah  buka
registrasi/ pendaftaran Pelaku Usaha untuk melalukan kegiatan usaha dan
sebagai idenlitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegistan usahanya.
[zin adalah persetujuan Peroerintalr Pusat atau Pemerintah Daerah untuk
nelaksanaan kegiatan usaha vang wajib dipsnuhi oleh Pelaku Usaha sebelum
melaksanakan kegiatat usahanya.

Pengawasan adalah wpaya untuk memastikan pelaksanaan kegatan usaha
gesyudl dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilalukean melalwm
pendekatan berbesis Risiko dan kKewajiban yang haras dipenuhi oleh Pelakua
Usaha.

Pengembangan Usaha adalah penambahan volomefkapasitas barang/ jasa
yang dihasiikan per tahun, lokasi kegiatan usaha, dan/atau kegiatan usaha.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang sclanjutnya disingkat UMK-M adalah
usaha mikro, usaha Kecil, den usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Usaha Mikmn dan Kecil yang selanjulnya disingkat UMK adalah usaha mikio
dan usaha Lkecil sebagaimans dimeksikd dalam undang-undang mengenai
usaha mikro, kecil, dan menengah.

Klasifikasi Baku Lapangan Usuba Indonesia yang selanjutnya discbut KBLI
adalah kode klpeifikam yang diatur oleh lembaga pemenintah non kemnenerian
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistilk.

Fasilitas Penanaman Modal adalah sepala bentuk insgentif fiskal dan nonfiskal
gerta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Saat Mulai Berproduksi Komersial adalah saat pertama Kali hasil produksi dar
kegintan usaha utama dijual ke pasaran danfatau digunakan sendin untuk
proses produksi lehih lanjut

Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaba, bk langsung msupun
tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,
memperkuat, dan menguntungkan yang melibathan UME-M terulama dimana
usaha besar betrinvestasi,

Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selamjutnya disingkac LKPM adalah
laporan mengenai  perkembangan  realisasi  Perianaman Modal  dan
permasaiahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat den disampaikan
secara berkala,

Perita Acara Pemeriksaan yang selanjuimya disebut BAP adalgh hasil
pemeriksaan inspeksi lapangan vang dilakukan terhadap pelaksanaan
kegiatan Penanaman Modal,

Penanam Modal adalah perscorangan atan badan ussha yang melalukan
penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan
Fenanam Modal Asing.

Pengendalian adalah kegiatan pemantavan, pembinaan dan PENAWASA
terhadap Penanaman Medal yang telah mendapatkan perizinan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undzangan,
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Pemantauan adalah  kegiatan vang dilakukan uniuk  mengumpulkan,
mengevaluasi dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal.
Permnbinaar  adalah  kegiatan  yang  dilakukan untuk membenkan
bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal scrta
memdzsilitasl penyclesaiun permasalahan dalem rangka pelaksanaan kegiatan
Penanaman Maodal.,

Pembekuan Kegiatan Usaha adalah tndakan administratif yvang dilakukan
Dinas Penanaman Madal dsn Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesual dengan
kewenangannya yvang mengakibatkan dihentikannya kegiatan Pelaku Usaha
untuls sesnentara wakioa,

Pembatalan adalah lindakan admimistratif yang dilakukan Dhinas Perianaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintn sesuai dengan kéwenangannya Yang
menpakibatkan tidak berlakunya pendaftaran Penanaman Modal vang tidalk
direalisasikan.

Penicabutan adalah tndakan admimstratifl yang dilakulkan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya yang
mengukibatken tidek berlakunya lzin Penanaman Modal yang telabh ada
kemiatan nyata danfatau [2in Usaha.

Hari adalah hari Kerja sesual yang ditetapkan oleh Pemerintsh Pusat.

BAR 1l
MAKSUL, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati i sebagai pedoman pengendalian
pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pemerinlah Daerah dan pedoman pelaksanaan
Penanaman Modal bagi para Pelaku Usaha serta masyarakat umum di Dacrah.

Pazal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan standarigsasi
dan informasi bag:

A
h.

pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pemerintah Daerah; dan
para Pelaku Usaha dan masyarakat umum.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

AN oD

hak, kewajiban dan langgung jawab Pelaku Usaha;
pelaksanaan;

peTnAantallan;

pedoman pembinaan;

pengawacan Perizinan Berugaha Berbasie Fisiko; dan
sanksi.

BAB [il
HAX, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU U5AHA

Pasal 3

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:

AR oM

kepastian hak, hukum, dan perlindungan;

informasi vang terbuka mengenai bidang usaha yang dyjalankannya;

hak pelayanan: dan

berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Setiap Pelalu Usaha berkewsjiban:

apwe

o

-
H

mencrapkan pnnsip ata kelola Pelakou Usaha yang baik;

melaksunakan wanggung jawab sosial Pelaku Usaha,

menyampaikan LEPM;

menghormati  tradisi adaya masyarakat selotar lokasi kKegiatan usahba
Penanaman Meodal;

meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga mnegara Indonesia  melalui
pelathan keja sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
menycicnggarakan pelatihan dan mclakukan alih wknologi Kepada tenaga
kerja warge negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi Pelaku Usaha vang mempekerjakan tenaga Kerja asing,

mengalolasikan dana secara bertahap untuk pemuliban lokesi yang
memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bapgi Pelaku Usaha yang
mengusahakan sumber daya alam  vang  tidak  terbaruakan,  yang
pelaksunaunnya #esuai dengan keicntuan peraturan perandang-undangan;
memenuhi ketentuan nilai investas dan permodalan,

memenuhi ketentuan bidang wseha Penanaman Modal; dan

mematuhi semnua ketentuan peraturan perundang-undangarn.

Pazal 7

Setiap Pelalu Usaha bertanggung jawaby:

a.
b.

C.

(1}

menjamin  tersedianya modal yang berasal dan sumber yang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelala
Usaha menghenlikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;

menciptakan iklim usaha persaingan yang sechat dan mencegah prakuk
monropols;

menjaga kelestarian linglungan hidup;

menjamin keselamatan, leschatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
dan

menjamin terpenuhinya scluruh standar, persyaratan, danfatau kewajiban
PEBR sclama menjadankan kegiatan usaha sesial dengan Ketentuan peratran
prerundang-undangan.

Pazal 8

Pengendalion  pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan atas Penanaman
Modal meliputi sektor:

kelautan dan perikanan,

pertanian;

kehutanan;

energi dan sumber daya minsral;
perindustrian;

perdagangan dan metrolop legal,
pekerjaan umam dan perumahan ralyat;
transportasi;

keschatan, abat, dan makanan;
pendidikan dan kebudayaan,

pariwisata;

poe, telekomunikasi, dan penyiaran;
ekanomi kreatif;

kstenagakerjaan;

perkopetosian; dan

lingkungan hidup.
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L.

Dalam hal skala kegiatan usaha tdak tercantom dalam ketenman peratuian
perundang-undangan mengenai penyelenggarsan Perizinan Beruanha Berbasis
Risiko, Pelaku Usaha dapat tctap melaksanakan kegiatan usaha sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak dibatasi dalam
ketentuan peraturan  perundang-undangan mengenai  bidang  usaha
penanaman modal,

BAR IV
PELAKSANAAN

Pasal ¢
Permerintah Daerah melakukan Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.

Untuk melakukan fungsi Pengendalian sehagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan vleh Tiun Fengendalian Pelahsanasn Penanaman Modal,

Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanamen Modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] dikosrdinatori oleh DPMPTSP.

Susunan keangeetaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

a. Perangkar Daergh yang membidangi wrusan Pekerjaan Unmom  dan
Penataan Ruang;

b. Perangkat Daerah yanp membidangs urisan Lingkungan Hidup;

e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keachatan,

d. Perangkat Daerah yang mcmbidangi urusan Koperasi, Usaha Kecil

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan,

Perangkat Daerah yang membidang wrusan Tenaga Kernja;

Perangkat Daerah vang membidangi urusan Perhubungan;

Perangkat Daerah yang membidang wurasan Ketahanan FPangan,

Periltanan dan Pertanian; dan

Perangkut Daerah yang membidangi uwrusan Kepemudaan, Olahraga dan

Paniwisala,

= N

Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimeana dimaksud
pada ayat (2] ditetapkan dengan Keputusan Bupalti.

Fasal 10

Tim Pengendalian Pelakzanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2} mempunyai tugas sebagan berikut:

B.

timy Pemantauan bertugas:

a. memeriksa LKPM Pelabw Usaha baik tahap konstrabsi dan tahap
produkisi setiap 3 (tiga) bulan; dan

bh. melakukan analisis keseauaian dala rencana Penanaman Modal terhadap
realisasi Penanaman Modal melahi sistem OS5 RBA.

tim Pembinaan bertugas:

a. memberikan bimbingan telnis dan sosialisasi ketentuan pelaksanaan
Penanaman Modal;

b. memberikan konsultasi pelaksanaasn Penanaman Modal sesuan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan; dan

<. memberikan fasilitasi penyelesaian permasalohan atau hambatan yang
dibadapi Penanam Modal dalam mercalisasikan penanaman modalnya;

tin Pengawasan bernigas:

a. melaksanakan Pengawasan rutin maupun Pengawasan insidental scbaga
tindak lanjut hasil Pemantavan dan Pembinaan;

b. menyusun hasil Pengawasan wyang dituangkan dalam Berita Acara
Pengawasan [BAP];
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¢.  memberikan rekomendasi atas ketidaksesuaian/ ketidakpatuhan Pelaku
Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
¢. melaporkan hasil Pengawasan kepada Bupati.

BAB W
PEMANTAUAN

Pasal 11

Tim FPemantavan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a
melaksanakan kegiatan Pemantauan techadap:

a.  Pelaku Usaha yang telah mendapat izin ussha setiap 3 (tiga) bulan;

. Pelaku Usaha yang dalam tahap konstraksy;

t.  Pelaku Usaha vang dalam tahap produksi; dan

d. kewajiban Pelaku Usaha terhadap LKPM,

Pemantauar terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat [1)

huruf a, dilskukan dengan cara:

a. memenkza LKPM;

b. memerksa hkegiatan Pelaku Usaha sesuai dengan izin yang telah
diberikkan; dan

c. memerikza pemenvhan  kebutvhan, perbindungan, pengupahan dan
perlindungan keselamatan tenaga kerja maupun tenaga asing.

Pemantauan terhadap Pelabw Usaha sebagasimana dimaksud pada ayat [1)

huruf b, dilakukan dengan cara;

a. memeriksa perkembangan kKegiatan pembangunan dan kendala yang
dihadapi; dan

b. mengumpulkan dan menindaklanjuti informasi aduan dar masyaralkat
terkait kegiatan Penanaman Modal.

Pemantauan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, dilakukan dengan care melakukan analisis kesesuaian deta rencana
Penanaman Modal tecrhadap realisasi Penanaman Modal

Pemantauan terhadap Peluku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufd, dilakukan melalui sistern O35,

Pasal 12

LEFM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, disampaikan
secara periodik setiap € (enam} bulan uniuk Pelaku Usaha Kecil dan sectiap 3
{Bea) bulan untuk Pelak Usaha Menengah dan Besar,

Periode LKPM untuk Pelaku Usaha Keeil sebapaimana dimakcsud pada ayat (1),

diatur sehagai berikuc

a. laporan semester 1 disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan Juli
tahun berketaan; dan

b. laporan semester 11 disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan
Janvarn tahun benloutnya.

Periode LKPM untuk Pelaku Usaha Menengah dan Besar scbagaimana

dimaksud pada ayat [1], diatur zebagai berikat:

a. laporan triwulan [ disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan April
tabhun berkenaat;

b. laporan irivulan [[ disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan Julki
tahun berkenaan;
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¢. laporan triwulan 1l disampaikan paling lambat pada tanggal L3 bulan
Oktober tahun yang berkenaon; dan

d. laporan triwulan 1V disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan
Januan tahun berikutnya;

Pelaku Usaha yang betlokasi di Daerah wajib menyampaikan LKPM sesuai
KBLI atau kegiatan ussha.

Pclaiou Usaha vang memiliki lebih deri 1 [satu) KBL] atan kegiatan vusaha di
Dacrah wajib menyampaikan LEPM acsuai KBLL atau kegratan usaha masing-
nasing.

Pelaly Usaha yvang memiliki KBLI atau kegiatan usaha yang pembangunannya
dilalcsanakan secara bertahap wajih menyampaikan LEPM =esuai rahapsn
pelaksanaannya,

Pelaku Usaha yang telah berulih status dari PMDN menjadi PMA dan
sehalilmiva dan PMA menjadi PMDN, wajib menyampaikan LKPM sesua status
baru Pelaku Usaha dengan tahapan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai
ketentuan sebagaimana dimakaud pada ayat {1).

Pelaku Usaha vang telah beralih status atau telah melakukan penggabungan
usaha, wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Penyampaian LEPM sebagaimana dimaksud pada gyat {1), dilediken secara
online melalui Sistem 0535 EBA.

BAB V1
PEDOMAN PEMEINAAN

Pasal 13

Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b melaksanakan
kegiatan pembinaan terhadap Pelaku Usaha berdaszarkan hasil kegiatan
pemantauan terhadap seluruh investasi yang berada di Daerah.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada avae (1), dilekukan dengen cara

sebagai berikut:

a. bimbingan, sosialisasi atau rapat koordinasi;

b. pembernan luyanan konsullasi pelaksanaan Pynanaman Modal sesuai
ketentuan Peraturan Permndang-undangan; dan

c. fasilitasi penyelesaion permasalehen atau hembatan vang dibadapi Pelaku
Usaha dalam merealisasikan penanaman modaloya.

BB VII
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA EERBASIS RISIKO

Bagian Kesaty
Ketentuan Umum Pengawazan Perizinan
Berusaha Berbasis Rizsiko

Pasal 14

Tim Pengawasan scbagaimana dimalkssd dalam Pasal 10 huruf ¢
melaksanakan kegistan Pengswasan PEBR dilaksanakan secara terintegrasi
melalui  Sistern OS85 dan  berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Pemeriniah Provins sesual dengan kewenangan masing-masing,
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Pengawaszan FHER sebagaimana dimaksud pada ayat [} dilakukan terhadap
mekior;

kelautan dan perikanan;

pertania;

kehutanan;

energi dan sumber daya mineral;
penndustran,

perdagangan dan matrolog legal:
pekerjaan umum dan perumeahan rakyat,
tranaporian,

kesehatan, obat, dan makanan,
pendidikan dan kebudayaan;

pariwisata;

pod, telrkomunilcas:, dan pérnaaran;
chonomi kreatif;

keicnagakerjaan;

perkoperasian; dan

linglungan hidup.

Pengawasan PBBR acktor kehutanan, dan sektor energi dan sumber daya
mineral sebagaimana dimaksud pada aywl (2] hurul ¢ dan huru! d hanya
terkait dengain LKPM.

TRPETFT TR OGN DTR

Pengawasan PERR sehagaimana dimaksud pada avat (1), terdin atas:
R. Pengawasan ruting dan
b. Pengawasan insidental.

Pengawasan PEBR dilakukan atas pelaksanaan persvaratan dasar, PB,
dan fatay PR UMELL

Pemerintah Dagrah dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) menggunakan perangkat kerja Pengawasan melalui Sistem O3S
sesual dengan Kewenangannya.

Perangkat Kerja Pengawasan secbagaimana dimaksud pada ayat (5] terdin dari:
a. wenttas Pelalow Usaha,

b. surat tugas pelakzanas inspeks lapacipan,

c. surat pemberitahuan inspeksi lapangan,

berita acars pemeriksaan;

profil Pelaku Usaha;, dan

perangkat Kerja lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
Pengawasan.

™A

Identitas Pelaku Uzaha sebagaimana dimaksud pada ayat {7) hurul a memuat
data dan informasi berupa:

name penanggung jawab;

maksud dan ngjuar,

pengurus danfatau pemegang sabain,
peogesahan akta pendirien dan/atau perubahan,
NIE;

kegiatan usaha;

persyaratan daser;

FB;

FEB LIMEL;

Fasilitas Penanaman Modal;

pelaksanaan Eemitraan;

FTTTW N0 L g
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laporan Pelaku Usaha,

perilaian kepatuhan Pelaky Uisaha;

jangka waktu perkiraan mulai operasionral dan/ atau komersial;

hasil BAFP:

nwayat sanksi, dan/atan

data Jdun informasi lainnya yang diperlukan untuk  mendukung
pelaksanaan Pengawasan.

Lo RpPgr

{9 Profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hurul e merupakan
hesil penilaian kepatuhan atas Pengawasan rotin dan/atew Pengawasan
insidental.

(10) Sistern O35 melakukan pemutakhiran profil Pelaku Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat 9] setiap ditakukan Pengawasan mtin danfatag
Pengawasan insidental.

{11] Dalam melakukan Pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat {1}, Tim
Pengendalian Pelakzanaan Penanamsan Modal berwenang:
a. melakukan pemenksaan;
b. melakukan pemanggilan;
c. meminta keterangan;
d. membuat salinan dari dohumen danfatau membuat catatan  vang
diperlukan;
rmemasuid lekasi uzaha:
memotret;
membuat rekaman audin viaual:
mengambil sampel;
memeriksa lahan, bapgunan/gedung, mesin dan peralatan, sarana
pragarana pendukung,
memeriksa instalasi dan/ataw slat ransportasi; |
menghentikan pelanggaran ferientu; dan/atau
melaksanakan kewenangarn lamn sesual dengan ketentuen perabican |
perundang-undangan.

o L

el

Bagian Kedua
Peapawasan Rutin

Paragraf 1

Lmum
Pesal 15

Pengawasan rutin sebagmimana Jdimaksud dalam Pasal 14 ayat (4] hurul &, terdin
atas:
a. Pemerksaan Laporan Pelad Usgha, danfatau

k. inspeksilapangan rutin.

Faragraf 2
Pemeriksaan Laporan Pelalg Usaha

Pazal 16

{1] Pemeriksaan Laporan Pelaku Uszaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15
hurul a dilakukan berdasarkan laporan yang dizsampaikan oleh Pelaku Usaha
kepada Pemerintah Dasrah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
a. kepatuhan pemenuhan persyaratan desar, PB, danfatau PB UMEL: dan
b. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.
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Kepatuhan pemenuban persyaratan dasar, PE, danjatau PE UMEU
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] hurul a meliputi

KRLI;

ruang lingkup;

skala usaha;

4=

persyaratan dan kewajiban;

jangka wakiu penerhitan;

kewajiban; dan

masa berlaloa,

TE TN Ap P

Laporan kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atag PB LIMKLS
sehbapaimana dimaksud pada ayat (1} horaf 8 disampaikan sesuai norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian ataw
lembags scsuai lewenangan masing-masing.

Perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b disampaikan oleh Pelaku Usaha
dalam LEPM melalun Sistemnm O35,

LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat [4) melipuu Laporan Realizasi
Penanaman Modal dan kewajiban Penanaman Modal.

Pazml 17

Felaku Usaha wajib menyampaikan LKPM Laporan Realisasi Penanamean Modal
dan kewajiban Penanaman Modal sebagairmnana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(5} untuk setiap kegiatan usaha dan lokasi setelah memperoleh NIB.

Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuci:
a. kepiatan usaha vitama; danfatauy
b, lkepiatan usaha pendulung.

Penyampaian LEPM sebagaimana dimaksud pada ayat {1} memuat data:

a. tealizasi Penanaman WModal;

realisasi tenage kerja;

realizasi produksi barang dan/atau Jasa;

pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan fatau PG UMKL;

pemenuhan kewajiban dan tengeung jawab Pelaku Usaha Penanaman
Modal: dan

f. kendala yvang dihadapi Pelalku Usaha.

h oo o

Pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab Pelaku Usaha sebagaimana

dimaksud pada syar [3] hurul &, termasuk:

a. pelatihan TK! danfatau pelatihan dan alih reknolog kepada tenaga kena
Indomesia pendamping,

b. Eemitraan,

¢. pengelelaan hoglungan hidup:

d. penerapan prinsip tata ikelola Pelaku Usaha yang baik;

. kelenagakerjaan:

{. penerapan kecselamatan, Kesehaman, kenyamanan, dan kessjahteraan
pekena; danfatan

£ tanggung jawab sosial Pelaku Usaha,

Pasal 18

Penyvampaisn LKPM scbageimana dimakasud dalam  Pasal 17 ayat ({3)
disampaikan oleh Pelaku Usaha secara berkala dengan ketentuan sebagai
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berikut:

a. bag Pelaku Usaha Kecil setiap 6 {#nam) bulan atau semester; dan

b. bagi Pelabu Usaha Menengah dan Besar setiap 3 (tgal bulan atauw
triwulan.

Feryyampaian LKFM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan

bayg: _

a. Pelaku Uzaha Mikro; dan/atau

b. Pelakn Usaha yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan
belanja negara maupun anggaran pendapatan belanja Daerzh.

Penvampaian LKPM bagi Pelaku Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} hurutf a dilakukan dengan ketentuan:
a. periode pelaporan sebagai benkut:
11  laporan semester | disampaikan paling lambat tanggal 15 balan Juli
tahun vang bersangkutan; dan
21 laporan semmester I disampaikan pahng lambas anmaeeil 159 bulan
Januan tahun kerikuinya.
b. [lormat LKFM sebagaimana dimaksud pada ayat [!] huruf a 1ercantum
dalam Lampiran T vang merupakan baglan udak werpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.

LKFM bagi Pelaku Usaha Menengah dan Besar ssbagaimana dimaksud pada

ayat [1] hunaf b terdinl atas:

a. LEPM tahap persiapan bag kegiatan usaha yang belum operasional
dan fatau melalkukan transaksi komersial; dan

. LKPM iahap operasional dan/atau komersial bagl kegatan usaha yang
siap/ sudah operasional danf atau melakukan transaksi komersial,

Penyampaian LKPM bapi Prlaku Usaha Menengah dan Besar sebagaimana

dimaksud pada ayat 11] hurul b dilakukan dangan ketentuarn:

a. laporan triwylan | dizampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Apnl
tahun yang bersangkutan;

b. laporan triwulan 1l disampaikan paling lambal tanggal 15 bulan Juli
tabun yang bersangkutan;

c. laperan trivnaian |l disampaikan paling lambat tangeal 15 bulan Oktober
tahun yang bersangkutan; dan

d. laporan trivulan IV disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Januan
tabun berikutnya,

LEKPM tshap operasional danfatau komersial sebhagaimana dimaksud pada ayat
(4 hurwi b disampaikan oleh Pelalu Usaha setelah mengisi  formulir
permiyataan siap operasional dan fatau komersial dalam Sistem 033,

Dalam hal tapggal periode penyampaian LKPM bertepatan dengan hari libur
naswnal, maka periode pelaporan sechagaimana dimaksud pada ayat (3} dan
avat (5) akan disesuaikan melalui pemberitahuan resmi kepada Pelala Usaha,

Ristern OZS menerbitkan tanda terima ataz penyampaisn LKPM sebagaimana
dimakseud pada ayat {3} dan ayat |5,

Formulir pernyataan siap operasional danfatau komersial sebagaimana
dimaksud pada ayat 6] tercantum dalam Lampiran [l yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dar Peraturan Bupati it

Format LKPM tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada avat {4) hurul a
tercantum dalam Lampiran ll yang meripakan bagian tidak erpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.
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{11] Format LKEPM tahap operasional danfatau komersial sebagaimana dimaksud

{1

{2)

(3)

{4)

(3)

{e)

pada ayat (4} hural h tercantum dalam Lampiran Y yang merupakan bagian
tidak terpizahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan vernifikasi dan svaluas: terhadap

penvampaian LKPM sebagaimana dimaksud <alam Pasal 18 avat {3] dan ayat
(3] melaluni Sistem 0SS

Verilikasi dan evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan pada
pericgde pelaporan paling lambst 3 (Hga] Hari sejak Sistem (158 menerbitkan
tanda terima atas penyvampaian LKPM.

Hasil verifikasi dan evaluasi sebagmmana dimaksud pada ayat {1} berupa
notifikan.

a. persetujuan, atau

b. permintaan perbaikan.

Terhadap notilikasi persetujuan schagaimana dimakaud pada avat (3] hurul a,
Sistern OS2 menerbitkan tanda terima peesstyjuan kepada Pelaku Usaha,

Terhadap natifikasi permintaan perbaikan schagaimana dimaksud pada ayal
(3} hwul b, Sstem 033 menerbitkan tanda tenma permintaan perbailan

kepada Pelaku Usaha.,

Pclaku Usaha scbhagaamana dimaksud pada avat (4} dapat melakuken
perbaiken sempai bates waktu penode pelaporan.

Pasal 20

Sistemn OS2 melakukan pengelahan data penilaian kepabtahan Pelaku Usaha
berdasarkan hasil verifikasi LKPM schagaimana dimakswud datam Pasal 19 ayat {3),
uniuk menentukan profil Prlaku Usaha dengan kabegor:

.

b.
.

d.

11)

12

3)

sangat batk, denpan mlai 81 |delapan pulubh satu} sampai dengan 100
[seratns);

baik, dengan nilal 60 (enam pulih) sampai dengan 80 (delapan puluh);

kurang baik, dengan nilai 40 [empat puluh} sampai dengan 59 {lima puluh
sembilan); atau

tidak baik, dengan nilai dengan nilai O (nol) sampai dengan 392 (tga puluh
sembilat).

Pasal 21

Tindak lanjut profil Pelaku Usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 24
melipati:

a. pembinaan/pendampingat;

b. pengenaan sanksi adminietratif;, dan/atau

c. inspeksi lapangan.

Pembinaan/pendampiogan scbagwimana dimaksud pada ayat (1 huruf a
dilakukan terhadap Pelaku Usaha dalamn rangka meningkatitan Kualitas
kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMEKL.

Pengenoan sanksi administratf sebagaimana dimaksud pada ayat (1] h‘urui' b
dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan tingkat kepatuban kurang baik dan
tidak beik sebagaimana dimaksud dalam Pasul 20 huruf ¢ dan burul 4.
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i4] Inspeksi lapangan  sebagaimana dimaksud pada ayat |1} hural
dilaksanakan melafui inspeksi lapangan rutin dan  inspeksi  lapangan
insidental.

Pazal 22

Pemerintalh Daerah memberikan penghargaan kepada ¥Pelaku UJsaha yang
melsdsanakan kewajiban dan menjalankan tangming jawab dengan halk,

Pavagral 3
Inspeksi Lepangan Rutin

Pasal 23

(1) Inspeksi lapangan runn sebagawmana dimaksud dalam Pasal 15 humal b
diiakukan secara terintegrasi dan berhoordinasi dengan Pemennlah Pusal dan
Pemerintah Provins.

{2} lospeksl lapangan rutin secara terintegrasi dan terkoordinasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem 0SS,

(3 !nspeksi lapangan mutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan
melalui tahap:
a. perencanaan inepeksi lapangan neting
b. pelakzanaen inspekai lapangan ratin,
¢. penilaian kepatahan, dan
d. penctapan tindak lanjut hasil inapeksi lapangan rutin.

(4] Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada avat (1] dilaksanakan
dalam bentuk kunjungan fizik dan/fatau virtual.

(B} Dalamn bal lokas usaha udak ditemukan, Eunjungan Nsik dapat dilakukan ke
kantor pusat Pelaku Usaha.

(6] Inspeksi lapangan rutin dileksanakan dalam tahun berjalan.
Pazal 24

i1) mnepeksi lapangan min dilakoukan coleh Tim Pengendalian  Pelalsanaan
Penanaman Modal yang terdin:
a. koordinacor; dan
b. pelaksana.

2] Kooedinater inspeblai lapangan mutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a yaitu DPMPT3P.

3] Pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimany dimaksud pada ayac (1 hural
b yaitu Organizesi Perangkat Daerah sebagai pengampu untuk persyaratan
dasar, PR, dan/atau PB UMKU yang menjadi kewenangannya.

{4) Tugas koordinator inspeksi lapangan matin sechagaimana dimaksud pada ayat
(2] meelipuati:
g menetapkan daftar kegiatan usaha yang akan dilakukan ingpeksi
lapangan rutin dalam pericde 1 [zatu) tahun;
b,  menetapkan jadwal pelakzanaan inspeks lapangan rubin;
.  mengeorthnasiian pelaksanasan inspekei lapangan rutin
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d. melakukaen penilaian kepatuhan inspeksi lapangan tutin  terhadap
perkemnbangan reaiisasi dan kewajiban Penanaman Modal; dan
e menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin,

Tugas pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3]

yang mengampu PB meliputi:

a. mengusulkan kegiatan usaha yvang akan dilakukan inspeksi lapangan
rutin uatuk 1 [satu] tahun kepada koordmator:

b. mengusulkan jadwal pelaksanaan yang akan dilakukan inspeksi lapangan
b,

c.  mengusulkan personil sebagsi pelaksana inspeksi lapangan rutin,

d. melakukan penilaian kepatuhan pemenuhan PB; dan

. menindaklanjut hasil inspeksi lapangan ratin.

Tugas pelaksana inspekai lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat |5)

yYang mengampu persyaralan dasar danfatau PB UMEKL mehpul:

a. mengusulkan kegiatan usaha yang akan dilakukan mspeks lapangan
rutin kepada kpordinator atau kementenan atau lembapa pengampa PB;

b. menguaulkan peraonel sehagai pelaksana inspeksi lapangan ruting

¢.  mefakuken penilaian kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar dan PB
UMEL, dun

d.  memtdaklangun hasil inspeksi lapangan matin.

Pasal 25

Perencansan inspeksi lapangan rutin scbagaimana dimaksud dalam Pasal 23
a}rat [3) huyruf a mencakup penyusunan:

daltar Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan mbin;

jadwal pelak=anaan inspeksi lapangan matin;

sumber daya manusia pelaksana inspeks lapangan ratin;

daltar perlengkapan yang akan dhgunakan;

pakaisn dinas lapangan {FDL} dan atnbul Pengawasan, dan

anggaran pelaksanaan mspeksi lapangan mtin,

i B =N

Koordinator inspeksi l[apangan rutin melakukan penyusunan kompilasi dafear
Pelaltw Usaha vang akan dilakukan inspeksi lapangan ritin sebagaimana
dimaksud pada syal (1] hurul a sesuai dengan kewenangan Pengawasan.

Daftar Pelaku Usaba vyang akan dilakukan inspeks! lapangan natin
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a disusun berlasarkan skala
priorilas dengan mempertimbangkan:

pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/fatau PB UMKU;

nilai rencana Penanaman Modal;

nilai vealisssi Penpapaman Modal,

prafil Pelaku Usahse berdasarkan LKPM dengan kategori kurang bak atau
tidak baik; dan/atau

c. knoteria prioritas [ainnya.

Daftar Pelaku Usaha sebagamana dimaksud pade ayat |3) dim oleh
keordinator inspeksi lapangan rmutin ke dalam Biztem OSS pada minggu
keempat bulan Januari.

ap o

Dafiar Pelaku Usaha schugeammana dimaksud pada ayal (4) paling sedikit
mernuat:

a. nama Pelaku Usaha;

k., nomor kegiatan usaha;
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KBLI;

lokasi proyek;

rencana Penanaman Modal;

realisasi Peranaman Modal,

prrsydratan dasat, PR, dan/fatau PB UMKLU;

pemanfaatan fasilitas, insentif.dan kemudahan untuk Fenanaman Modal;
dan

i,  jangka waktu perkiraan mulal operasional dan/fataun komersial.

rm o RD

6] Sistern O3S menyampaikan notifikasi daftar Pelaku Usaha sebagaimana
dimaksud pacda ayal {4) kepada Pemerintzh Dacrah melaiui DFMPTSPE.

Pasal 26

{1} Berdasarkan daftar Palaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
|61, Pomerintah Daerah melalui DPMPTSP menentukan Pelaku Usaha yang
akan dilakukan inspeksi lapangan rutin dan jadwal pelaksansan inspeks
lapangan ruin melalai Sisiem 038 paling lambat minggu kedua bulan
Februari.

{2y DPMPTSP dapat metgusulkan tambahan dajtar Pelaky llsaha yang akan
dilakukan inspeksi lapangan rutin gegnai Kewenangannya pada rencana
inspeksi lapangan rutin metalui Sistemn 0S8 paling lambat minggu ketiga bulan
Febrnan,

2] Berdasarkan daftar Pelalcu Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta
wsulan tambahan daftar Pelaky Usaha sehagaimana dimaksud pada ayat {2},
DPMPTSPE. memperbarii rencana inspeksi lapangan rutn pade database
Pengawasan pada Sistem 083 paling lambat minggu pertams bulan Maret.

{4] Rencana inspeksi lapangan rutin yang telah diperbarui sehagaimana dimaksud
pada ayat (3} dinotifikasi kepada DPMPTSP pada minggu pertama bulan Maret.

|5} Sistem OQS3 menyampaikan notifikasi ulang jadwal inspeksi lapangan rutin
kepada DPMPTSP 10 [sepulut) Hari sebelum jadwal pelaksanaan inspeksi

lapangan rutic,

{6} Dalam hal inspeksi lapangan rutin tidak dilaksanakan sesuai jadwal inspelsi
lapangan rutin, DPMPTEP memberikan informasi perubahan jadwal mepreksl
lapangan rutn kepada koordinater melalui Sistern OS5,

{7} Perubahan jadwal inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimakeud pada ayat
(&} diisi kembali oleh DPMPTSP melalui Sistemn 0335 paling lambat 4 {cmpat)
Har sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan rutin,

{8} Pemerintah Dacrah dilarang melakukan inspeksi lapangan rutin di ldar
perencanaaty inspeksi lapangan rutin sehagaimana dimaksud pada ayat i1).
ayat [4), dan ayat (7).

Pazal 27

1] Koordinator inspeksi lapangan nutin  melakukan rapat koordinasi dengan
pelaksana inspeksi lapangan ratin untuk melakukan persiapan yYang meliputi:
a. penetapan kegiatan usaha;
b. penstapan tanggal pelaksanaan; dan
¢, penetapan pelaksana ingpeksi lapangan rutin.




1)

3

14)

)

{&)

{7)

(1)

(2}

(3}

(4}

(=}

g

Dalam rapat koordinssi sebagamana dimaksud pada ayat {l), pelaksana
mspeksl lapangan rutink| menyampaikan daftar perianyaan yang akan
dizampaikan kepsda Pelaku Uzsaha,

Berdasarkan hasil rapat koordinasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
koordinator inspeksi lapangan rutin melakukan koordinasi dan menyampaikan
daltar pertanyvaan kepada Pelaku Usaha.

Dalam hal nspeksi lapangan rutin memerlukan kompetensi khusus tertentu,
dapat bekena sama atou menagaskan lembaga yang terakieditasi atau prolesi
ahli yang bersertifikat sebagai pclaksana inspeksi lapangan ratin dan
dicantumbkan ke dalam daftar usulan personil pelaksana inspeksi lapangan
Tutin.

Lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang berserlifikat sebagaimana
dimaksud pada avat (4] wajib dilenghapi surat tugas yang diterbitkan mclaluai
Sistermn 055 scbelum melaksanakan kegatan inspeksi lapangan rutin.,

Roordinator dan pelaksana mspeks Japangan rubn rnelakukan peogisian data
kelengkapan nspeksi lapangan rutin pada Sistem 038 paling lambat 4
{ernpat] Har sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.

Cata kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayal () melipu:
a. nama pelaksana inspeksi lapangan,

h. Pelaku Usaha vang akan diawasi; dan

c.  dala kepiatan usaha,

Pasal 28

Sebelumn pelaksangan kegiatan inspeksi lapangan ratin, koordinator dan

pelaksana inspeksi lapangan ratin wajib dilengkapi perangkat Kerja berupa:

a.  saral rgas;

L. surat pemberitabuan inspeksi lapangan,

c. perengkapan yang akan dipunakan untuk mendukung  pelaksanaar
inspeksi lapangan;

d.  pakaan dinas lapangan (PDL] dan atribut Pengawasan; dan

t. anggaran pelaksanasan inspeksi lapangan ratn.

Surat tugns dan surat pemberitahuan inspeksi lapangan rutin acbhagaimana
dimaksud pada avat (1} hurul a dan huraf b diterbitkan berdasarkan pengisiarn
data kelenghkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7) melalus
Sistem OS5,

Dalam hal terdapat perubahan koordinator danfatau pelaksana inspeksi
lapangan rutin scbagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator dan/atau
pelakzana inspeksi lapangan rutin melakukan perubaban rama koordinator
dan/atau peleksana inspeisi lapangan natin pada Sistemn US55 paling lambat 2
(dua} Hari sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan matio.

Terhadap perubahan sebageimana dimaksud pada ayat {3), Sistem 0885
menerbitkan surat tugas dan sural pemberitshuan pelaksansan inspeksi
lapangan mtin kepads Pelaku Usaha paling lambat 1 |=ain)] Hari ssbelum
pelakzanaan mspelsi lapangan mubin,

Surat fagae dan surat pemberitahuan inspeksi lapangan dapat diunduah oleh
koordmator inspeksi lapangan rutin, pelaksana inspeksi lapangan rutin, dan
Pelaku Usaha pada Siztem 033,
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Koordinator dan pelaksana inspeksi lapangan rutin wajib menggunakan
pakaizn dinas lapangan (PDL} dan attibut Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat [1) huruf d.

Panduan alobul pakasian dinas lapangan (PDL scbagaimana dimaksud pada
ayat (6) tercantum dalam Lampiran ¥V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Anggaran pelaksanaan nspeksi lapangan rutn sebapaimana dimaksud pada
avati [1} huraf ¢ dibsbankan pada anggaran pendapatan dan belanga Daerab
scgual dengan Ketsntuan peraturan perundang-undangan.

Formet surat mugas nspeksi lapangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercanoum dalam Lampiran ¥Vl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan imi.

Format surat pemberitahuan mspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1j tercamum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahken dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Pelaksanaan inspekst lapangan rutin, meliput pemerksaan:
a. pemenuban kepatuhan persyaratan dasar, FB, dan fatau PB UMKU; dan
b. perkembangan realizsasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal,

Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituatgkan dalam BAP melaluil Sistem O35 yang memuar

a. hasil penilaian kepatuhan Pelaku Usaha; dan

b. tindak lanjut hasil inspeksi lapangan ratn.

Penulaian kepatuhan Pelaku Usaha sebagsimana dimaksued pada ayat (2] huraf
a memuat indikator

a. penilaian kepatuhan pemenuban persyaratan dasar,

B,  PB danfatau PB UMKL); dan

e, penilaian realizazi dan pemenuhan kewsjiban Penanaman Modal.

Indikator penilaian kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} memuat bobot sebagaimana tercantum  dalam Lamparan VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Bupad ini.

Koordinator dan pelakssna inapeksi lapangan rutin melakukan pengisian BAP
schagaimarra dimakaud pads ayat {2) melalud Sistem OS5 paiing lambei 7
{twjuh) Har setelah pelaksanaan inspeks lapangan ratin.

Dalam hal jangka waktu pengisian BAP sebagaimana dimaksud pade avar {3
terlampaui, BAP tidak dapat dimput dalam Sistern (055 dan inspeksi lapangan
rutin dianggep tidak dilaksanakan,

Pelaku Usaha dapat melihat konsep BAFP yang memuat penilaian dari
pelakzanaan inspeks lapangan tutin dalam Sistem 055,

BAF sebagaimana dimaksud pada ayat [5) ditandatangani oleh koordinator
inspeksi lapangan rutin, pelaksana inspeksi lapangan ratin, dan Pelaku Usaha
dalam Sistem OS2,
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(9 Dmalam hal Pelaku Usaha menolak menandatangeni BAP, koordinator inspeksi
lapangan rutin mencanitumkan alasan penolakan penandatanganan BAFP.

{10} Dalam hal inspcksi lapangan rutin lidak dapat dilakaanakan szcara lisik,
ingpeks: lapangan rutin dapat dilaksanakan secara virtual.

{11) BAP yang dibuat berdasarkan Ekuniungan fisik atau wirtual memililo
kedudubkan dan furgsi yang sama.

(12) BAP sehagaimana dimakawd pada ayat [8) dan ayat (9} dinyatakan sah dengan
ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapsnpgan ratin.

{13) Format BAP ssbagaimana dimalksud pada ayat (2) teteantum daiam Lampiran
IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inu.

Faszal a0

{1} Dalam hal ditemuizan pelanggaran yang dilakokan oleh Pelakn Usaha
berdasarkan hasil inspeksi lapangan rutin, maka Tim Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal melakukan penghentian kegiatan usaba untuk
mencegah dampoak yang lehah besar.

(2) Penghentian kegiaian usaha zsebhagamana dimaksud pada ayail (1), dilakukan
satelah mendepat persetujuan dar Bupati,

13 Dalam melaksanakan pernghentian pelangegaran scbagaimans dimaksud pada
ayal (2], Tim Pengendalian Pelakaanaan Penanaman Modal dapat bekerja sama
dengan aparatur penegak hukum.

Fasal 31
|11] Berdasarkan hasil ingpeksi lapangan tuin ssbagaimana dimaksud dalam Pasal

29 ayat (2] hurul a, Sistemmn OS2 melakuksn pengolahan data penilaian
kepatuhan Pelaku Usaha guna menentukan prefil Pelaku Usaha dengan

kategort:
a. sangat baik, dengan nilai 81 [delapan puluh satu) sampar dengan 100
{seranis);

L. baik, dengan nilal &0 [enam puluh) sampad dengan 30 (delapan puluh),

. lourang baik, deagan nilai 40 {empat puluh) sampai dengan 59 (lima puluh
getnbilan); atau

d. tidak baik, dengan nila dengan rilad 0 (nel) sampai dengan 39 {tiga puluh
sembilan).

(2} Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelaku Usaha dapat
melihat profil pada Sistem OS5 untuk menimdaklangut hasil inspeks lapangan

nitin.
Pasal 32

(1] Tindak lanjut hasil inspeitsi lapangan ritin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat {2} huruf b, meliputs:
a. pembinaan/pendampingan; danfatau
h. pengenssn sgnksi administracifl

(2) Tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dialukan untuk meningkatkan kuahtaz Kepatuban  pemenuhan
persyvaratan dasar, PB, dan/atauw PB UMK
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Pembinaan/ pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
berupa pentyuluban, pemberian penjetasan, dan/ataw bimbingan eknis.

Pengenaan sanksi administrati§ sebagaimana dimaltsud pada ayat (1) hurufl b
dikenakan kepada Pelalow Usaha dengan profil Pelako Usaha kurang baik dan
udak baik schagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) burui ¢ dan humaf d.
Bagian Ketiga
Pengawasan Insidental

Pasal 33

Pengawasan insidental zebagaimana dimaksud dalam Fasal 14 ayat (4} hurol b
merupakan Pengawasan yang dilakukan pada wakua tercentu,

Pengawasan insidental sebagmimana dimaksud pada ayal (1) dilaksanakan

berdasarkan:

adanya pengaduan magyarakat;

adanya kebutuban dari Pemerintah Puaac atau Pemerintah Dacrah;

adanya pengaduan danfatan kebutuhan dan Pelalon Usaha,

adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan

persyaratan dasar, PB dan/atan PB KL

kebutuhan yang sangat mendesak berapa tepadinya  pencemaran

lingkungan danfatau  hal-hal lain  yang dapat  membahayakan

keaelamatan masyarskat dan/steu mengganggo perekanomien nasional

maupun perekonamian dasrah; dan/atau

i. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

o0

4 ]

Pengaduan masyarakat sebagaimana dimakaud pada avat [2) burul a dapat
bersumber dari media pengaduan, redia massa, danfatan media sosial.

Pengawasan insidental dilakukan melalul inspeksi lapangan insudental.

[napeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat [4) meliputi:
a. pemenvhan kepatuhan persyaratan dasar, PR, danfatau PB UMKU;

danfatau
b perkembangan eealisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.

Inapekst lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakuakan
tanpa pembecitatiuan 1erlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.

Pasal 34

Inspelsi lapangan insidental zebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4)
dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Pusat danfatag
Pemerintah Daerah Provinsi atau dilaksanakan secara mandin aleh Pemerintah
Dasrah sesuat dengan kewenangan masing-masing.

Dalam hal pada saat pelaksansan inspeksi lapangan insidental:
a. Pelaku Usaha udak ditemukan; alau
b Pelaku Usaha mepolak nntuk menandatangani BAP,

Penendatanganan BAP dilakukan oleh koordinator atau pelaksana inspeks
lapangan insidental dan dinyatakan sah.
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Pasal 35

Ketentuan penilaian kepatuhan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud
dalam Pa=al 31 berlaku secara mutatie mutandis terhadap penilaian kepatuhan
inspeksi lapangan insidental.

Fasal 36

Ketentuan tindad lanjut inspeksi lapangan rutin sebapgaimana dimaksod dalam
Pasal 21 beraku secara mutatis mutandis terhadap tindak larnjut inspeksi lapangan
maiderntal,

{1}

(2]

(1]

(2]

[3)

Pagzal 37

Setiap orang vang menghalang kepatan Pengawasan dikenal sanksi
adminiztratf dan/ateu pidana sesuai dengen ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Menghalang: kepiatan Pengawasan scbagaimana dimeksud pada ayat (1)
meliputi:
a. menclak memberikan informas;
b. memberikan informasi vang tidak benac;
. menghalangi ak=es ke lokasi;

d. saengintinndasi ataw mengancarm,

e. melakukan upaya gratifikasi; dan fatau
[. menciptakan situasi Yang mengganggu

BAB Vil
SANKS]

Bagian Kezatu
Sanksi Administratif Kepada Pelak Usaha

Paragraf 1
LImum

Pasal 28

Pelaluy Usaha yangy melanggar ketentuan persyacatan dasar, PB, dan PB UMELU
berdasarkan hasil Pengawasan, dikenead sanksi administratil.

Pernerintabh Dasrab gesuai kewsnangannya mengenaltan sanbkel administrawf
kepada Pelaku Usaha melaln Sistem OSE,

Sanksi admonistratl atas pelanggaran ketentuan PEBR sebagaimansa dimaksud
pada ayat {1}, dibernkan dalam hal Pelaln 1)zaha:
lidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal & hurul
¢ dan Pasal 16;
b. tdak melaksanakan kcwajiban scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a, hurul b, hunaf d, huruf e, huru! f, honaf g, hural b, harof i,
dan/atau hurufl j;
lidak memenuhi tanggung pawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
tidak memalankatn kewajiban Kemitsaan i bidang Penanaman Modal atau
menjalankan kewsjiban Kemitraan di bidang Penanaman Modal dengan
kategori nilai kepamahan tidak baik;
. lidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam wakia L (satu) ahun
sejak NIB ierbit berdaszarkan hasil Pengawasan,

f 6
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. terbukti terjadinye pencemaran  lingkungan  yang membahavakan
keselamatan maayvarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokas
usaha;

g. tidak merealisasikan kegiatan usaha zesuai dengan jangka wakiu
peciaraan mulai operasional danfatau komersial;

h. melakukan kegiatap usaha namun ddak memihkd persyaratan dasar, PB,
dan/fatau PB UMKU;

. melakukan kegiatan usaba dengan perizinan yang belum berlaku afektif;

j.  terbukt terjadinya bahaya atas keschatan, keselamatan, dan linglkungan,
danfatau  depal  mengganggu  perekonomian nasional maupun
perekonomian da¢rah,

k. terbukd terdapat korban manusia atau kerugian harta benda;

tidaft menvampaikan perbaikan pemenuhan standar Kegiacan Usaha

untuk Risike menengah tinggi atau perbaikan pemenuhan persyaratan

izin untuk Risiko tingai;

m. tidak melakukan peterahan standar kegiatan usaha untuk Risike
menengah tngg atau pemenuhan persyaratan [zin untuk Risiko Linga
sampai dengan jangks waktu perkiraan mulal operasional dan/atau
komersial; atau

n. melakukan pelanggaran  ketentuan peraturan  perundang-undangan
terkait persyaratan dasar, PE, PB UMEU dan/atau Fasilitas Pehanaman
Modal.

p—
=

Sanksl administratil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
peringatan;

penghentian sementara kegiatan usaha;

pengenaan denda administratf;

pengenaan daya paksa polisichal,

pencabutan lisensi/f sertililkasif persetujuan; dan/atau

pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKL.

-

mean gD

Dengenaan  sanksi admindstrati{ sebagaimana dimaksud pada ayat {4
dilakukan berdasarkan tingkat kepamhan atos hasil Pengawasan,

Sanksi admimstratiil sebagaimana dimaksud pada ayat [4) dapar dikenakan
secara bertahap dan tidak beriahap.

Sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada avat (4! dikenakan dengan
mempertimbangkan unsur proporsionalitas dan keadilan.

Zanksi administraul atas pelanggaran kewajiban Kemitraan sebagaimana
dimaksud pada avat {3) huruf d dikenakan setap triwulan [ tabun berikutnya.

Dalam hal pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimekeud pada ayat
3] belum diatur sccara vinci dalam Peraturan Bupati ini, atas tindak lanjut
Pengawasan, Pemerintah  Daerah  dapat mengenakan sanksi  sesual
kewenangan masing-masing.

{10} Terhadap pengenaan sanksi sebapaimana dimaksud pada ayat (9, Pemenntah

i1)

Daerah mencatatkan informasi penpgenaan sanksi ke dalam Siztem 033,

Paragral 2
Peringatan

Pasal 39

Sanksi administralil peringatan schagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayal
4 huraf a, berupa:
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(2

peringatan pertama;

peringatan kedua;

peringatan ketige, dan/atau
poringatan pertama dan terakhir,

BOoOw

Sanksi admioistratil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a, hurul b
dan huruf ¢ dikenakan secara bertahap.

Paszal 40

Pelabuw Usaha yang mendapatkan peringatan periama, wajib  memenuhi
kewajiban yang tertuang dalam peringatan pertama paling lambat 30 (tiga
pulub) Hari sejak diterbitkan peringatan pertama.

Terhadap pernenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi
administratif peringatan pertama yang telah dikenakan dinyatakan gugur.

Dalarn hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewgjiban scbhagaimana dimmaksud
pada ayat (1], dikenakan sanksi administratf peringatan kedua.

Pelakn Usaha yang mendapatkan peringatan sthagaimana dimaksud pada ayat
13), wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peringatan kedua paling
lambat 15 {lima belas] Hari sejak diterbitkan prringatan kedua.

Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimeana dimaksud pada ayat (4), sanlksi
administratif peringatan kedua yang telah dikenakan dinyvatakan gugur.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak memsnuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (4], dikenakan sankei administeatif peringatan ketiga.

Pelaku Usaha yang mendapatkan penngatan sebagaimands dimaksud pada ayst
[6), wajib memenuhi kewajiban yang tertuang delam peringatan ketiga paling
lambat 16 {sepuluh) Hari ssjak diterbitkan peringatan ketiga.

Terhadap pemenuhan kewsjiban scbagaimana dimaksud pada ayat (7), sanksi
administratil peringatan ketiga yang telah diksnekan dinyatakan gugur.

Format peringatan pertama, peringatan Kedua, dan peringatan  ketiga
tercantum pada Lampitan X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.

Sistem OS5 menyampaikan notifikasi peringatan pertama, peringatan kedua,
dan peringatan ketiga kepada Permerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

Pasal 41

Pelaku Usaha yang mendapatkan peringatan pertama dan terakhir wajib
memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peringatan pertama dan terakhir
paling lambat 30 {tiga puluh) Hari.

Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi
administratif peringatan pertama dan  terakhir yang telah dikenakan
dinyatalean gugur.
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Dalam hal Pelaku Uzaha ndak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1], dapat dikenakan sankai administratil’ berupa;

a. penghentan sementara kegiatan usaha;

b. pengensan denda administratif, danfatau

. peopenaan daya paksa polisional,

Formatl peringatan pertama dan terakhir tercantum pada Lampiran Xl yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Siatem 058 menyampaikan notifikasi peringatan pertamna dan terakhir kepada
Pemerintah Daerah dan Pelaky Usaha,
Paragraf 3

Penghentian Sementara
Pasal 42

Sanksi administratl penghentian sementara kegistan usaba sebagmmana
dimmakzud dalam Pasal 38 ayat [4) hurul b berupa:

a. Pelaku Usaha tidak dapat melakukan kegiatan vsaha; dan/atan

b. Pelaku Usaha dikenakan pambatasan aksi korporasi dalam Sistem 058,

Sanksi  adminiswstll penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat |1) dapat dilkut atay bersamaan dengan sanksi denda
admimisteatil dan fatau days paksa polisional.

Pclaku Usaha scbagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kewsjiban
yang tertuang dalam penghentian sementara kegiatan usaha paling lambat 30
(tigga puluh] Han.

Terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3], sanksi
administratil penghentian sementarm kegiatan washa yang telah dikenaslkan
dinyalakan gUugur.

Format penghentian sementara kegatan usaha tercantum dalam Lampican Xl
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Sistemn O35 menyampaikan notifikasi penghentian sementara Kegiatan uwsaha
kepada Pemerintah Dasrah dan Pelaku Usaha,

Parapgraf 4
Denda Admunistratif

Pasal 43

Pelaku Usaha vang mendapatiean szanksi denda administrapnl sebagaimans
dimaksud dalam Pzsal 328 ayat (4] hurul ¢ wajib memenuhi kewajiban yang
tertuang dalam dende administratil.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayac (1) dapat dukuts atau
bersamaan dengan sanksi administratil daya paksa polisional.

Denda  administratif sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) dihitung
berdasarkan poin  pelanggaran  dikalikan dengan besaran  tanf  denda
administratif.
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Pembayaran denda administratil dilaksanakan sesuai dengan ketentuun
peraturan perundang-undangar:.

Prlaku Usaha yang dimaksud pada ayat (4] adalah Pelaku Usaha yang izin
usahanya diterbitkan oleh Pemenintah Dacrah.

Terhadap pemenuhan kewajiban scbagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi
denda administradf yang telab dikenakan dinyatakan gugur.

Dalamn hal Pelalou Usaha tidek memenuhi kewajiban scbagaimana dimakeud
pada ayat (1), dikenaken sanksi administratif berupa pengenaan daya paksa
polisional dan/atau pencabutan PBEBR.

Sistem 088 menyampaikan notifikasi dends administratil kepada Pemerintah
Duerah dan Pelaku Uszha,

Format denda administratil kegiatan wsaha tercantum dalam Lampiran ALl
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Paragral 5
Daya Paksa Poligional

Pasal 44

Sanksi administratif pengenaan daya paksa polisional scbagaimana dimaksuad
dalam Fazal 38 ayal (4} huruf d berupa:

penghentian sementara pelayanan umum;

penyitaan terhadap barang atay alat yang berpotensi menimbulian
pelanggraran;

penarikan produk dari peredaran;

larangan beroperasi;

penlitupan lokasi,

pembongkaran bangunan,

tindakan lain yang bertujuan untok menghentikan pelanggaran yang
menimbulkan kerusakan; dan/ataun

h, tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

=

e

Pengenaan daya paksa polisional dapat dikenakan berdin sendiri atau
hevaamaan dengan pencabutan PRER.

Pengenaan daya paksa polisional dapat dilakukan kerja sama dengan aparatur
pemerintah di bidang pensgaken hukum danfataun berkoordinasi dengan
pervidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Pengenaan daya paksa polisional dapat diilat dengan penyspelan berupa:

a, pcletakan papan atau segel kertas di pintu, pagar, atau gerbang Tokasi;

b. pemasangan garis pembsatas (police fne) /tape satpal PP,

¢ pemasangan menggunakan tantai dan gembok pada pintu ulama;
dan fatau

d.  penyegelan meteran lietrik danfatan sic untuk menghentikan operamonal.

Peluku Usaha yang dikenakan daya paksa polisional scbagaimena dimaksud
pada ayat (1), wajib memenubi Eewajiban yang tertuang dalam deye paksa
polisional.
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Terhadap pemenuban kewajiban schagmimana dimaksud pada ayat i,
ditakukan Petigamassn kembali yang ditvangkan pada BAP.

Terhadap hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {6), Pelaku
Usaka telah terbukti memenuhi kewajiban, sanksi daya paksa polisional
dinyatakan gugur.

Terhadap daya paksa polisional dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud
pada svat (7}, diterbitkan kepurusan pencabutan sanks] daya paksa polisional.

Sjstem 0S8 menyampaikan notifikasi daya paksa polisional kepada Pemetrintah
Daerah dan Pelaky Usaha.

Format daya paksa polisional kegiatan uaaha tercantum dalam Lampiran X1V
yang menipakan bagian tidak rerpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Format pencabutan sanksi daya paksa polisional kegiatan usaha tercantum
dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan
Bupati ini.

Paragral 6
Pencabutan Lisensi| Sertfikasif Pemeiujuan

Pasal 42

Sanks=i adminisirall pencabutan lisensi/sertifikasif persetujuan sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat {4] hurul e diajukan oleh Pemerintah Dasrah
kepada Lembaga 055 melalui Sistern OS5S.

Techadap permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
Sfstemn O8S8 mencabut lisensi/ sertiltkast/ peraetujuan.

Sistem 05% menyampaikan notifikasi pencabutan licensif sertifikasif
persetujuan kepadsa Pemerintah Daerah dan Pelakou Usaha,

Format sanksi dan pencabutan hgensif sertifikasi/ persemjuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} tercantum dalam Lampiran XV| dan Lampiran XVIl
yang merupakan bagen tdak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragral 7
Pencabutan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 46

Qanksi administratil penvabuian PBBR berupa peticabutan persyaratan dasar,
PB, dan/fatan PB UMKL.,

Pencabutran PEBR sebagaimana dimalksud pada ayat (1) melipult:
a. pephcabutan sertifikat standar:

b, pencabutan 1zino; dan/atan

¢, pencabutan NIB.

Terhadap pencabutan NIB sebagaimana dimaksud peda ayat (2] horf c,
Sigtern 085 membatalkan hak aks=es secara otomatis sejak tanggal pencabutan
NIB.
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Terhadap sanksi pencabutan NIB sebagaimans dimakeud pada ayat (3), Pelaku
Usaha dapat mengajukan permohonan PBBR yang bar paling cepat I [satu}
tahun setelah tangga! pencabutan NTH.

Sistern 055 menyampaikan notifikasi pencabutan PBER kepada Pemerinkah
Daerzh dat Pelaku Usaha.

Format sanksi pencabutan PBBR sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XVl yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati .

Paragral &
Sankst terkait Kewajiban Laporan Kegiatan Penanamen Modal,
Realizasi Penanaman Modal dan Kewajiban Pepanaman Modal

Fasal 47

Sanksi administratif dikenakan terhadap Pelaku Usaha yang melanggar
kewajiban penyampaian LKPM realisasi Penanaman Modal dan kewajiban
Penanaman Modal sabagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3],

Pemerinizh Dacrah mclalui DPMPTSPE sesuai kewenangannya mengenakan

sanksi administratii sebagaimana dimaksod pada ayat {1) dalam hal Pelaky

Usaha:

a. tidak menyampaikan LEPM selama 2 (dua) pericde berturut-berturut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat i1);

b. mecnyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realizasi
Penunaman Modal selama 4 [empal] periodc bertarut-tumnat;

¢.  menyampaikan LKPM tanpa ada nilai tambahaen realisasi Penenaman
Madal selama 4 fempat) periods berturut-turat dalam pelaporan LEFM
tahap persiapan; atal

d. menyampaikan LKPM dengen nilai realisasi Penanaman Modal dengan
nilal tdak wejar awu sengat rendah selama 2 (dua) periode bermurut-
(urat.

Pazal 48

Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan LKFM sebagaimana dimaksud delam
Pasal 47 ayal [2) dikcnakan sanksi administratif peringatan pertama.

Pelaku Uszaha yang inendepatkan peringatan sebegaimana dimeksud pada ayat
{1} wajib menyvampaikan LKPM pada periode berikutnva.

Terhadap penyampaian LKPM esebagaimara dimaksud pada ayar (2), sanksi
administradf peringatan pertama yang telah dikenakan dinyatakan gugur.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan LKPM pericde berikutnya
schagaimana dimaksud pada ayat (2], dikenakan sanksi administratil
peringatan kedua.

Pelaku Ussha yang mendapaikan peringaten scbagaimana dimalcsud pada ayat
(4], wajib menyampaikan LKPM pada pericde berikutnya.

Terhadap penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, zsanksi
administratif peringatan kedua yang telah dikenakan dinyatakan gugur.
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Dalarm hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan LKPM periode berikuinya
sebagaimana dimaksud pada ayac (5), dikenakan sanksi administratifl

peringaian ketiga,

Pelaku Usaha vang mendapathan peringatean acbagaimana dimaksud pada ayat
{7}, wajib menyampaiken LKPM pada periode beriftutinya.

Terhadap penyampaian LKFM sebagaimana dimaksud peda ayatc (5), sanksi
administratil peringatan ketiga yang telah dikenakan dinyalakan gugur,

Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan LEKPM penode Berikuinya
sebagaimana dimaksud pada ayat (8], dikenakan sanksi administratil
penghentian sementara Kegiatan wsaha.

Sistem OS5 menyampaikan notifikasi peringatan pertama, penngatan kedua,
dan peringatan ketiga kepada DEMPTSE dan Pelsku Usaha.

Pasal 4%

Pelaku Usaha yang mendapatkan sanksi administratil penghentian sementara
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (10, wajib
menyampaikan LKPM pada periode berikutnya.

Ketentuan sanksi adminisiratil penghentian sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayar {1} dan ayat {6) berlaku zsecara mutatis mutandis terhadap

sanks! adrminiztratil penghentian sementata sehagaimana dimaksud pada ayat
(1.

Terhadap penyampeian LKPM sebagaimana dimaksidd pada ayat (1), sanksi
administratil penghentian sementara kegiatan usaha vang telah dikenakan
dinyatakan pugur.

Pengenaan sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada avat (1] diikuu
dengan penpenanan sanksi denda administratif.

Dalam hal =anksi admimistratif penghentian  sementara ditkuti  dengan
pengenaan sanksi denda adminigtratif, Pelabu Usaha wajib menyampailan
LKPM dan meclakukan pembayaran denda administratil.

Terhadap penyampaian LKPM dan pembeyaran denda admimstratf
sehagaimana dimaksud pada ayat (5), sanksi admonistratif penghentian
sermnentars kegiatan usaha dan denda administratf dinyatakan gugur.

Pasal 50

Pelabu Usaha yang tidalk menyampaikan LKPM periode berikutnya dan tidak
melabkukan pembayaran denda administratifl sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat |5) dikenakan pencabutan kegiatan usaha berupa pencabutan
FB.

Sistern O35 menyampaikan notifikasi pencabutan PB kepada, Pemerintah
Daerah dan Pelaku Usaha.

Paragraf 9
Pencabutan Kesesuaian Kegialan Pemanfaatan Ruang

Pasal 51

Pemerintah  Daecah membenkan sanks administratif pencabutan KKPR
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terhadap Pelaku Usaha yang kegistan useahanya berada di Daerah yang

melakubean:

a. pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam
KEPR; dan/fatan

b.  kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan dampak hernwanan
sosial, kerusakan lingkungan, gangguan keamanan, danfatau ganggaan
rerhadap fungsi obpek vital nasicnal.

KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
a. Konlirmasi KEKPR;

b, Persetujuan KKPR; dan

¢. Rekomendas EKFPE.

ZBanksi sebagamana dimaksud pada ayat (1] diberikan dalam bentak
keputisan pencabutan KKPR.

Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat [1) mehpuh
pelanggaran terhadap ketentuan:

a. BRTR; dan/atau

b  delineas: kegratan usaha,

Felangpgaran terhadep ketentuan delineasr kegatan usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) hurul b terdiri dari:

a. areal kegiatan usaha berada di luar delineasi yang terdapat pada poligon
KKEPE yang dig¢mjui; dan

.  areal kegiatan usaha lebih besar daripada areal poligon KKPR vang
digetujui-

Fasal 52

Penerbitan pencabutan KRPR schagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
dilakukan oleh DFMPTEF melalui mekanisme cekomendasi fuswulan,

Penerbitan pencabutan melalui mekanisme rekomendasi/usulan sebagaimana
dimakzud pada ayat {1} dilakukan atas rekamendasifuaolan dari Peranghst
Daerah di bidang Agrara dan Tats Ruang serta di bidang Pertanahban.

Bagian Kedua
Parusipasi Masyarakat

Pasal 332

Masyarakat dapat berperan scrta dalam pelaksanaan pengawasan PBBE.

Peran serta maszyarakat sebagaimana dimakisud pada aval |1] meliputi

a, melalkukan pemantaUan  terkat penvelenggaraan kegratan  usaba;
danfatau

b. menyampaikan pengadusn masyarakal.

Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
huruf b dilakukan secara:
a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
b.  tidak langsung vang dizampaikan secara:
1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
2. elektronik melalui Sietemn OSS atau  saluran pengaduan  vaop
disediakan,
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Pelayanan pengaduan melalui Sistern O35 sebagaimana dimaksud pada ayat
(3] burul b angka 2 terdin atas:

a. peclayanan pengaduan masyarakat; dan

b. pelayanan pengaduan Pelaku Usaho dengan menggunakan hak akses.

Pengaduan dari masyarakat harus disampaikan sccara benar dan dapet
dipertanggungawablan,

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat {5) memuat paling sadikit:
a. substansi pongaduan;

b. pihak yang terhibal datn

e wakty, tempat, lokasi, dan kronologi kejadian.

Pelayanan pengaduan sebagaimena dimalcsud pada eyat (41 huruf a dilakuicen
melalui Sistem OS3.

Berdasarkan hasil pengaduan melalui Sistern 0S8 sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) Pemerintab Daerah, menindaklanjuti pengaduan masyarakat
separa sendiri- sendiri atau bersama-sama.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Inspektorat Daerah
menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampailtan.

Pasal 54

DPMPTSP menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksuod
dalam Pasal 53 ayat |3) hurul a dan ayat {4} burut b,

Datam hal pengaduan masyarakal disampailian secara clektronik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 ayat |3) hurul b angka 2, Sistem 085 menyampaikan

notifikasi laporan pengaduan masyarakat kepada:

a. Pemerintah Daerah untuk melaiiukan verifikasi lebih [anjut sesuai dengan
ketentuan peranran perundang-undangan; dan

b. Pelaku Usaha untmuk melakukan klarifikasi, dealam hal pengaduan
masyarakat ditujukkan kepada Pelaku Usuha,

DPMPTSP menyampaikan notifikasi melalui Sistern 083 atas tindak lanjut
hasil verifikasi dan Karifikasi sebagaimana dimaksud pada ayar [2].

Dalam hal verifikasi dan klarifikast sebapgaimana dimaksud pada ayat {2)
membuktikan adanya pelanggaran, dapat ditindaklanjuti dengen pembinaan
atau pemberian sanksi oleh Pernerintah Daerah sesuai kewenangannya.

BAB [X
KETENTUAN LAIN

Pasal 53

Hal-hegl herkaitan denpan tindakan adminisiratil kepads Pelalu Usaha dilakukan
seauai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUFE

Pasal 5&

Peraturan Bupali ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memeriniahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan ci Tanjung
pada tanggal 27 Juli 2026
BUPATI TABALONG,

trd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

nd.
HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 NOMOR 19
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LAMFIRAN |

PERATURAN BUPAT! TARALONKG
NOMOR 1T TAHLUN 20026

TENTANC

PEDOMAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

FORMAT LKPM PELAKU USAHA SKALA USAHA KECIL

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL [LKPM)

FERIODE:

UNTUK PELAKU USAHAM KECIL

TAHLUN: . .

- Sermester Pertama (Jamuari - Jumi}
- Bemester Kedua [Juli - Desembet)

I. KETERANGAN PELAKLY USAHA

Usaha

xamea Pelaku Usaha /Pelaku

Homoer Indulk Berusaha [MIB)

Nomor Kegiatan LUisaha [NELN

Bidang Usaha

Alarnat Kantor Pusat

|KBLI 5 ﬂgit - uraian bidang usahal

o [SIE Y (¥

Lolkast Provek

IL. REALISASI PENANAMAN MODAL

Tambahan Tova) Akumulasi
Konmpoen Investas, Rencana Fealizas: realizazi Investazi s/d
Invesasi investasi Pericde :  periode pelaporan i
Pelaporan i L
1. Modal Terap L
2. Modal Kerja - L L o L L
Jumlah | . i
11 EE&LIEAE[__TENJ&GE._ E{EE-_{PL * ‘ L .
' : : Total Tenapa |
. i | Rencana | Total Tenaga Tambahan P-engumngafn Kerja Sarﬂ[%ai
Tenaga Karja | Tenaga |Kerja Periode ETenﬂgg Kerna. Tenagfj Ketja dengan |
Felaku Usaha : Keria . Sehelumnya | P:lerm-r_{e FF-]el-mdf Periode
i | aporan elapaoran Pelaparsn
ladonesia N 1 I
- L.aj-:i.:[,.-a}i e D@EE ﬂrang Drang_ vl::_j_mng .. {:.'rran_p_:_-____l
~ Percempuan .| L. Orang Drang : . Orang . Orang . Drang
- Asing ' L Orang: - Qrang - Drang . Drang L Drang
Jumlah - Orang . Qrang | - Qrang . Orang L Drang |
*) Tidak termasul F":DTT'IIEH.FIE dan T nm*l-:ﬁ:l Irrmﬂsuk tenagna keua Imntral-[




-36-

Tambahan  tenagaPengurangan tenaga [Tolal tenaga kerja lgksﬂ!
kerja Inical periodekerja lolkal periodes campal dengan periode
_ ipelaporan pelaporan elaparan
enaga Kerja
Lokal setempal L Arang .. hrang . Orang
Kab./Kotal o _
Tambahan tenagaPengurangan  tenags{lotal tenaga Icgr_p
lierja penyandangkera penyandangpenyvandang  disabilita
disabilitas  periodcdisabilitas  periode ampai dengan periode
prlapuran pelaporan laporan
Tenaga Kerja |
[Pervandang | .. Qrang ... Drang .. Orang
disakbilitas i
1V. REALISASI PRODUKSL/JASA DAN PEMASARAN PER TAIIVT
! Jenie _ _ Kapasitas Prn{i.u}{m _ Eksp::n-r
Mo | Barang/ | Satuan E{apasltaa sequai Perizinan | Fenlisasi {9
Jaza ~Berusaha | FProduksi

V.

MNilau Ekepor dalam USS..

UNTUE MENUNJARG KEGIATAN USAHA

PERSYARATAN DASAR, PERIZINAN RERUSAHA, PERIZINAN RBERUSAHA

Persyaratan Dasar .

KKFR/KKPRLfPeractujuan Momar ... tanggal. {Tarik Datal

Kawasan Hutan

1. | Perselujuan Lingkungan Momor ... tanggal (Tarik Data)

FBG MNomar ... tanggal. (Tarik Data)

SLF Nomaor ... tangeal. (Tarik Data)
Nomor ... tangral. [Tarik Datal
Stamas (terveriltkasy) belum erverifikasi)

- dtan
: itarbit /belum terhir)

.| Persyaratan :
Merizinan Berusaha [Sertilikat ! 1. .. {sudah / beluem)
2. Blandar, lzin) 2.
: L3
1
| ! Kewsjiban:
Y
co 2
3.
Maria PB-UMKL
Fersvaratan :
1. Jsudsh fbehirmn|
A,
3. | FE-UMEL 3.
Kcwajiban :
1. . [sudah fbehan
2.
Nomar.... tanggal. ..
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V1. KEWAJIBAN DAR TANGGUNG JAWAR PELAKU USAHA

1. | Alih teknologi kepada TKT : ]ia. Jenig pelatiban terhadap TEl pendamping

 pendamping TKA:

| It ...

i 2

\b. Lnlaksanakan sendirlf pihak ketiga ")

o o _ _lc_ Jumlah TKl yvang dilatih ... orang ]
2. BPJS 1 Sudah belum®

. Hetenagaleerjaan
3. Kewajiban Pengelglaan : Sarana IPAL berupa ... zebanvak ... Unil

hingkungan |

4, Tanggung jawah sosial
Pelalku Usaha {CSE)

|
:|a.
1

b.
C.

d.

Program CSF vang dilakukan:

')

2]

Alokasi biaya program CSR Rp. ..

Lokasi CSR

Outpul dan eutceme yang diperolch
dibandingkan dengan yvang diremcanakan

-

- Keamanan Lingkungan Kerpa
| (K3L)

3. Reselamatan, Kesehatan, dang ;-

dalam program CSR. ]

*} Pilih Salah Satu,

VI RIWAYAT PENGENAAN SANKS[ ADMINISTRATIF
Peringatan Tertulis Portama - SNH- .. [Tarik data dan memunculkan nilai)

VIIL. PENILALAN LKFM

HNo ~ Knreria Penilaian Robot Skor Nilai
_ L Pemcnuhan Persyaratan Dasar T Taowm S
2 | Pemenuhan Perizinan Berusgha 20 | '
3 | Pemcnuhan PB UMK 20%
g - Pemenuhan Realisazi Kewajiban dun e !
Tanggung Jawab Pcnanaman Modal P
- ~Riwayal Pengenaan Sanksi O,
; , Adrmirustratil
i Total N )

1X. PENJELASAN REALISAST PENANAMAN MODAL

s ASL PE?

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang sava 1si adalah benar

serta saya bertanggung jewab penuh stas data dan informasi tersebut. Apabila di
kemudian hari ditcimubkan kefidakseseaian atau ketidakakuratan maka bersedia

untuk dikenaltan sanksi setuai dengan peraturan perundang- undangen,
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[Tempat)], (Tanggal, Bulan, dan Tahun}

Pimpinan / Penangpung Jawah
Pelalkua Usaha.

Nama Jelas
Jabatan
N Telepon
Email
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PEDOMAN PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL {LKPM)
PETAKL USAHA SKALA USAHA KECIIL

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal iLKFPM) bagi Pelaku Usaha kecil
dilakukan secara daring melalui website hitp:/ foss goid.

PERTODE LAPCRAN:
Daisi dengan kewanban tahun laporan dibuat,
Diisi dengan tanda (V) scsuai perlode laporan Scomester.

[, KETERANGAN FELAKU USAHA:

1

2.
3.
4.

5.
£,

Nama Pelaka © Penanbkan data atomatis dan Sistem OSS
Usaha/Pelaku Ueaha

Nomar Indule . Petwankan data otomarizs dari Swstem 083
Hemusaha [NIH)

Momor Kegiatan Usaha . Penatikan data alomatis dan Sistem 055
(NKLl)

Bidang lsahs > Penanikan data otomatis dari Sistem 025
Alamat Kantor Pusat ¢ MPenarikan data astematis dari Sistem 0585
Lokasi Proyek » Penarikan duta olomatis dan Sistem OS5

Apabila terdapat perubahan Kelcrangan Pelaku Usaha scbagaimana terschue di
atas. Pelaku Usaha terlebih dahulu harnis mengajukan penyesuaiannya melalu
menu Ferubahan Badan Usaha dan/atao Perubahan Data Usuha pada Sistem
Q88

II. REALISAS] FENANAMAN MODAL {sceuar nilai perolehan awall; Investas.

Milai realizsazi Penanaman Modal menggunakan mata vang Rupiah IRp).

Rencand Investast merupakan data nilar rencana inveslaszi yang ditank

atematiz dan Siztem 0SS

Ecalizasi Modal Tetap dihitang atas nilai perolehan awal yang merupakan

wital iaya vang dikeluarkan Pelaku Usaha upluk memperoleh suatu aset

termasuk uaya-biaya lainnya.

Komponen Realisast mencakup:

a. Tambahan realisasi investasi pada Penode Felaporan diisi dengan nilai
realizasi Penanaman Maodal per & (enarn) bulan sesua periode pelaporan
{Scmester 1) semester I} ditambahkan dengan nulai reatisasi Perana man
Modal sebelum periode pelapuran vang belum dilaporkan.

b. Total akumulasi realisast investast sampal dengan peniode pelaporan
adalah nilai realisasi Penanaman Modal yang secara kumulatil terhitung
sejak Pelaku Usaha menvampaikan LEPM pertama kali sampai dengan
perinde pelaparan terkin.

¢. Komponon rocalisazs Modal Tetap terdini dar;

I
2.

3.

1)

3

Fembelian  dan  pematangun  tanah  mencakup  seluruh beaya
pengadaan tanah termasuk land cleaning, cut and fill, dan lain- lan
dalam lokasi provel

Fembangunan bangunar peclung rerTAsLUk Ferovasi,
pembangunan/pembelan  banfunan  gedung bara  yang  tidak
»erdampak pada peninghkatan kapasitas produksi,

Pengadaan peralatan /saranafmesin termasLk
penggantian/penambaban mesinfperalatan baru yang  tidak
berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, haik
vang dimper maupun  pemhbelian lokal termasuk peralatan
rencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan
ditambah angkes penginman dan ongkos instalasi
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4| Lain-lan termasuk biaya sewa tanah, bangunban, mesin peralatan,
dan penambahan kendarasn operasional penunjang usaha dan
peralatan kanfor, pengadaan samber daya manusin serta keglaran
lain sehelum dilakukannyva aperasional danfatauw komersial.

d. Komponesn redisasi modal ke hanya diist dengoan tambatian

perhirungan nilai realisasi sar turnover pengeluaran untuk bahan
bakow penolong. gajijupah karyawan, biaya operaswonal {listmk, ajr,
telepon), suku cadang, dan blaya overhead Pelaluw Usaha. Satu turmover
adalah satu penede perpularansiklog biaya praduks foperasional rmuala
pembelion bahan baku sampar dengan penjualan hasil produbksi [hasil
pernjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali)

¢ Pengisian nila realisas Petianaman Modal tidak mengenal adanya

penvosuian modal 1ctap dan reveluasi asel.

[ Rincian isizn Modal Tetap dan Modal Kerja ditulis pada kolom Penjelasan

Realisaz Penanaman Modal.

lII. REALISAS[ TENAGA KERJA:

L.
2

Tenapa Kerna Pelaku Usahia ditsi di luar jabatan Eomisanis dan Dareksi.
Tenaga kerja Pelaku Usaha diisi denean jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TK)
dan Tenaga Kerja Asing [TKA] berdasarkan Perjanpan Kerja Waktu Tertentu
{PEWT) fbugs pegawal tidak tetap dan Perjanjian Kerga Wakte Tidak Tertentu
(PKWTT)/ bagi pegawai tetap dengan Prlaku Dsahs,

TKA diisi dengan tenaga kerga asing yang dipckcrjakan dan  telah
mempereleh 1Zin Kera sesuai Ketentuan peraturan perundang- undanean.
Tenaga korja lokal adalah tenapga kerja yang berasal dari wilayah
Labupaten/kota sesuai lokasi provele berada.

Tenaga kerja penyandang  disabilitas  adalab lenaga yang  memilik
keterbatagsan Nisik. meonral, inoclekraal ataw sensorik dalam jangka wakiu
lama.

Total tenaga kerja periode sebelumnya ditarik dan sisterm.

Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diizi dengan tambahan realisasi
lenaga kera pada periods pelaporan.

Pengurangan lenags kera penode pelaporan diisi apabila ada pengurangan
reslisast enaga hera pada penode pelaporan.

Total tenaga kerja sampal dengan pericde pelaporan memipakan akbumualasi
pon 6, T dan 8.

1V, REALISAS[ PRODLUEKS JASA DAN PEMASARAN

1.
2.

e L

o

ca -l

Kolom Jentis Barang/ Jasa;

Diiss jetws barang/jasa yang rwrdapat dalam data Kegatan Usaha pada
Sistemn O35S,

Saruan;

Pecnankan data otomatis dari Sistem 058 sesual dengan yang tocreantum
dalam data Eegiatan Usaha.

Kolom Kapasitas I7in:

Penarikan data ctomatis dari Sistem OS85 sesual dengan vang tercantum
dalam data Kegiaran Usaha

Kalom Kapasitas Produlesi:

Diisl sezual Kapasilas mesin/peralatan yang dioperazilan secara optimal
ataw berdasarkan shudt Kerja per tabun

Realisazi produksi:

Misi berdasarkan realisasi produks) yang dihasilkan dalam satu tahun
[dizamaikan pada lzaporan perniode Semester .

Centoh recalisasi produksi di luar Bidang industn antera lain: untik realisasi
hotel adatah tingkat vkapansi, untuk prrdagangsn dan jasa adalah omset,
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1. Kolom Nilai Ekspor:

[hisi berdasarkan realisasi ekspor Pelaku Usaha dalam mata uwang Dollar
Amerika Serikat (USH) selama salu tahun, dengan menggunakan kurs
tengah Bank Indonesia pada atngeal dilaksanakannya ekspot.

V. PERSYARATAN DASAR. PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN BERUSAHA
UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

Vil

YIIL.

KEFR/KKPRL /Parsenijuan Penarikan data ntomatis dan Sistem 055
Kawasan Hutan

Persetujuan Lingkungan Penarikan data otomatis dari Sistem OS&
PB(; Panankan data otomatis dan Sistem 055
SLF Penarikan data ctomatis dan Sistem OS5
Perizittat Betusahe Penankan data otomatis dan Sistem OS85
[Sertifikat Standar/1zing

PO-UMKU Ponarikan data otonatiz dari Sistem O5S

. KEWAJIEAN DAN TARGGUNG JAWAB PELAKLU 1I5AHA
1.

Alin teknnlogi kepada TKI peadamping

Kewajiban Pelaku Usaha yang menggpunakan THEA untuk melakukan
pelalihen dalam rangka transfer eknologi kepada TRl pondamping yang
akan menggantikan THEA diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga
keqa  yang  dilatih, Ketentwan  ind tidak  berlakun untuk jabatan
Komizans /Direlcsi vang diisi oleh orang asing.

BPJS Ketenagakerjaan

Diizi apabila Pclaka Usaha sudah atan belum  melakukan BPJS
Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di Pelaloa Usaha

Kewajiban Peagelolaan Lingkungan

Kewajiban linglungan sesuai dengan ketentuan yang ditetaphkan dalam izin
usaha/persetujuan  ataw  ketentuan  peraturan perundang-  ordangan
termasuk sarana Inatalasi Pengelaban Air Limbah baik jenis maupun
jumlah unit yang dimiliki serta perjelasan kondisi peralatan pengolahan
limbah padat/cairfgas/B2/B3. Dalam hal kondisi pecralatan pengglahan
limbah tidale bergperasi, pada kolom permasalshan Pelaku Usaha wajib
diberikan keterangan vang bena penjelasan dan upaya vang dilakukan
dalam rangka peocegahan pencemaran lingkungan.,

Tanpgung jawab sozial Pelaku Usaha (C3E]

Penmsian realizasi pelaksansan program CSE dilakulzan apabila Pelaku
Usaha telah melaksanakan propgram CSE, dengan dilengkapi besarcan
alokasi biaya program OSSR, serta output dan outcome yang dipernleh
dibandingkan dengan yang dircncanakan dalam preogram TSR, terkait
peningkatan perckonomian dan/zlan peningkalan kualilas dan surmber
dava manusia di sekitar lokast provek

Keselametan, Kesehatan, dan Keamanan Lingkungan Kerja |K3L) Penerapan
Keselamatan, Hesehatan, Kenyamanan dan  Kesejahteraan Pekerja di
ingkungan perasphaan.

RIWAYAT FENGENAAN SANKSI ADMINISTEATIF
Riwayat pengenaan sanksi | Penarikan data otomatis dari sistern 085

PENMILAIAN LKPM

1.

2,

Realizasi Penanaman 1 Penghitungan skor nulai otomatis dari
Modal Sistemn OSS

Petnenuhan : Penghitungan skor  milal otomatiz  dari
Peravaratan Dasar, PR, Tistem O53

danfatau PB-TIMKL

Femenuhan Kewajiban :  Penghitungan skor  nilal otematie dari
darn Tanggung Jawab Sistem O35

Penanaman Bodal
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IX. PENJELASAN REALISASI PENANAMAN MODAL
Dapat disi dengan penjelasan terkait perkembangan realisas penanarnan
mndal /peayek Pelaku Usaha termasuk rincian atas nilai realisasi yang diinput
dan pernvataan tidak duplikasi perhitungan atas Kegiaton Usaha yang dumiliki
Pelaku Usaha

X PEERMABALAHAN YANG DIHADAP] FELAKU USAHA
Dapat dusi dengan permasalahan dan/stau hambatun/kendala yang rimhinl
dalam pelaksanaan  kegiatan, seéperti masalah perlamahan,  masakah
ketenagakerjaan, dan masalah lainnya vang dangeap perlu dilaporkan
sekaligus upava  yang (elab  dilakukan  serta kelwrangan  penjelasan
perkembangan proyvek,

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggunp jawah Pelaku Usaha mewaleli
untuk dan aras nams diteksi Pelaku Usahe denpan mencantumkan nama jelas,
Jabatan, nomor telepon (untuk memudahbkan komunikasi, dimamakan bandphone|,
dan email akofl. Pelaky Ussha dapal mencanwimkan lebih dari st email akaf di
bagian penanggung jawakb,

Kerahasiaan data vany dilsporkan Pelaku Usaba dijamin sesuni kelentuan peraturan
perundang-undangan.

BLPATI TABALCYNC:

Lid.

MUHAMMAD NCGHOR RIFANI
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

FEDOMANMN FELAKSANAAN FENANAMANM
MODAL

FORMIULIE PERNYATAAN SIAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL

Yang menyatakan di bawah ini:
Mama Lengkap Jabatan .
Mama Prlaku UsahayPelaka Usaha | i Cheektur ! Pimpinan Pelaleu Usaha
Momor [nduk Berusaha INIE) ;
Alamat Kantor Musat
Momor Keppatan Lsaha |
Kematan Usaha {(KHLIj Lokas ; '
Usaha/Provek : |

dengan il menyatakan  sesungguhnya bahwa atas rencana  provek  Felaku
Usaha;Pelaky Usgha telah siap mclaksanakan kegiatan operasional dan/atau
komerslal terhitung sejak tanggal . bulan - tahun L yang elabh memenuhi
persyaratan dan kewsjitan atas persvarytan dasar, PB dan PBE UMEU sesuai
dengan ketentuan perundang-undangazn, déengan Kapasitaz produkel barangfjasa
sebazaimana beviloat;

. N : Kapasitas Produks
Nu. _-ifjlﬂ-&lrangf-.lﬂﬁﬂ Satusn per Tahun)
1

p

Demikizn Sural Pernyatazn ind Jibua dengan sebenarmya dan peniuh dengan rasa
tanggung jawab tanpa ada wnsur pak¥saan dan pihak manapun, apabila
dikemudian harl ternyata melangear atau pernvataan im tidak benar, maka Pelaku
Usaha siap mensrima zegala konsekuensinya sesuai dengan hukoam yang berlakn
tanpa melibatkan  Kementerian  Investasy  dan Hilirisasi fBadan  Koordinasi
Penanaman Medal.

-(Nama Kota), . {Tanggall
Peminhon

Tertanda DireksifFimpinan
Pelaku Uzaha, Mama Jelas
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PEDOMAN FENGISIAN
PERNYATAAN SIAP OPERASIONAL DANJATAU KOMERSIAL

Nama Lcngkap : Penanikan data otomabis dan sistem OS5
Jabatan : Penanikan dats etomatbis darn sistem 055
Nama Pelaku : Penanikan dats otomatis dar sistem 055
Usaha/fPelaku Ussha

Nomar Induk Berusaha : Penarikan data ntomatis dan sistem Q85
Alamat Kantor Pusat : Penariken data otomatis dan sistem 055
Kegiatan Usaha |KBLI) ; Penankan daca otormnatis dar sistcm 038
Lokasi Usaha/Provek : Penariksan data otomatis dan sistem Q53
keterangan:

1.

2,
3.
4,

Tangeal /Bulan/Tahun diisi dengan tanggal dimofanya Kegiaran Usaha secata
komersial.

Jems barang/jasa: Penankan data otomatis dari Sistem OS85,

Satuan: Penarikan data otomatis dan Sistem OS5,

Kapasitas produkst: dnsi sesudal kapasilas mesingperalatan vang dioperasikan
sercdara optimal ataw berdasarkan shilt kerja per tahun,

Realizasi Penanaman Modal: Penankan data otomatis dan Sistem OS85
berdazarkan realisasi yvang tercantum pada LKPM yang telah dizetujui.

Sural Pernyataan berlaku uniuk 1 (szlu} rencana proyek alas | (satu] bidang
usaha/kBLI dalam 1 (satu) lokasi.

BUPATI TAEALQNG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI
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LAMPIRAN I
FERATUREAN BLIPATT TARALONG

NOMORE 47 TAHUN 2026

TERTANMG
FECOMAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MOLDAL

FORMAT TKPM TAHAF FERSIAPAN

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKFM|

TAHAF PERSIAPAN

PERICLCE:

- Triwulan Pertama (Januari - Maret)

Juni)

Triwulan Kedua (April

I. EKETEEANGAN FELAKL USAHA

Triwulan Ketiga (Juli - September)
Triwulan Keempat {Oktober — Desember)

TAHLIN:

MNama Pelaku Usaha/Pelaku
Uzaha

Momor lnduk Berusaha (MIB]

Nomor Kegiatan Usaha (NEL)

Bidang saha

IKBLL 5 d.’git - uraian bidang usaha)

Alamat Kantaor Pusat

il Ll Rl P L

Lokasi Proyvek

Komponen Investas

Il. REALISASI FENANAMAN MODAL

Rencana
Investasi

"~ Tambahan
reanisasi
mvestas pada
penodde
pelapuran

Total akumulasi

realisasi investasi
s.d, pernode
pelaporan

1 Modal Te taﬁ

a. Pembelian dan pematangat
tanah

b. Fembangu Ran bengunan
gedung

o, Pengadaan
peralatanfzarana /mesin

Isubjurnlat
atomatis 1-2)

[subjurnlaby
otomatis 1-2

(1]. Pembelbian dalam negeri

[4]. Pembelian luar neger

d. Lain-lain

Sub jumlah

2. Modal Kerja juntuk |
furnover]

Totad Jumlah Realisasi

IIl. REALISAS] TENAGA KERJAY)

v |
Tenaga
Keria . BRencans
Petalu

Usaha Kerja

Total tenaga -
Tenags | ketja periode;
P sebelumnya !

Tambahan
tenaga kerja
perioe
pclaporan

Pengurangan
teriaga kerja
periode
pclaporan

Total tenaga
Kerja
sampat
dengan
periade

Indonesia

pelaporan
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Tambahan tenagﬂ
kerja lokal periode
pelaporan

. Laki-Laki | .. Orang . {Orang .. Drang .. Orang .. Orang |
- Petempuan .. Qrang L Orang L Crang . Orang .. Qrang
| Asing . Crang ... Drang . Orang . Orang ... Qrang
Jumlah  Orang .. Orang CCrrang -Qrang | .. Orang

) Tidak termasuk KD-I'I'IIEH.[IE. dan Direksi, termasuk {ENAEHA I'EE-‘I_]_ kontrak.

Pergutangan Icnaga
kerja lokal periode

Total temaea kena lakal
gampai dengan periode
pelaporan

Tenaga Kerna
Lokal setempat
Kab /Kata]

.. Qrang

| pelaporan

. Oratg

. Orang
[ -

Tambahan tCnaga
kerja peoyandang
! dizabilitas periode

Pengurangen tenaga
hHera penydarodang
disabilitas periode

Total te nug_a kerja
penyandang disabilitas
sampal dengan peniode

| pelaporan pelaperan | pelapaoran
Tenaga Kerja ;
Penvandang . Qrang : . Orang .. Orang
disabilitas | :

1V. PERSYARATAN DASAR., PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN BEEREUSAHA
UNTUK MERUNJANG KEGIATAN LSAHA

1. | Persyoratan Dasar -

KKPR/KKPEL/ Petsetu Nomor ... tanggal. Tarik Dara]

uan Kawazan Hutan

Perzctujuan Mamaor ... tanggal, {Tank Dwata)

Lingloyngan

FBG MHomor ... langeal, {Tarik Dang

SLF Momor ... anggal. Tarik Data)
Nomor. . .tanggal ... [Tank Data)

’ Perizingn Berytsaha
" | iSertilikat Standar/Izin|

Sratus (weoverdfikasi/belom tervenilikasi) atau

[terbitf belum terbit)
Persyaratat

1... . [sudah/foeluml
2

3

iewajiban:

l.

2.

3

3 FB-UMRKLU

Nama PB-UMKU
Persyaratan ;

1..... [sudah f belum)
2.

3

Kewajiban ¢

1., [(sudahfeluin)
2.

3
Momorn.... tanggeal. . L
V. KEWAJIBAN DAN TAHGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
1. [ Alih veknologi | A, Jeniz pelatiban terhadan TET pendamping TEKA:
kepada TKI 1] .
pendamping 2

la. [laksanakan send:rifpihak ketiga |




AT

| b. Jumlah TKI yang dilatih . orang

. i - -
2., BPJS .+ | Sudahjfbelum?)
Ketenagaleriaan
o UKM vang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangai,

| - -
Kemitraan dengan ‘ : | a Pelalezanaan kewajiban Kemitraan pada hidang uzaha

Berdasarkan Surat Realisasi Bomilmen |
No. Pemyataan komitmen | Kemitraan '
L @ Q.
i 1. SPE "Momor™ 1) Mikaa - ...
B _ i ["Tanggal’| Nama Mitra: Banga ; |
| "Jlenis Pelerjean™ ("Nilai| Abadi (KKU Nomor |
| minimmal pekerjiaan per | X005 i '
! tahun®) o :
| 2) Milai-
: Nama Mitra: Bunga
Annisa
' D=t ., !
: [ !
| Realisasi Komitmen
Kermitraart. :
fAkumulasi per |
T Pelterjaan) i '
| 2.
i dat _
Total Realisasi
| Kenutraan:

b. Pelsksanaan kewajihan Kemitraan pada hldang usaha
prioritas penanaman modal zesoni denpgan  ketentuony

peraluran perandang-undangan !

i Berdasarkan Surat Reahsasi Komitmen |
Na. | Pernyataan Komitmen Kemilraan
[1] 1<) {3]

1. : SPK "Momer” ("Tanggal™| 1) Nilai - ... !
"lenis Peleerjaan® ["Nilai| Nama Mitra: Bunga

Pehergasn®, "Waktn Abadi (KKU Nomor
Prlaksanuan L RO
kemitraan’

2] Nilai: ...

MNama Mitra: ...

§3I Milai: ... '
iFh:-mul-: CSR:- ... ;

Crax...

Realsas. Komitmen |
Kemitraan: :
i {Akumulasi per
! Pelierjuan) '

dst

Total Realizasi
Kermitraan:




4.

c. Pelaksanaan Kemitraan secara sukarela

N Berdasarkan Surat Realisasi Kﬁmitmeng
: 9 Peruyataan Komitmen Kemitraan
Cop 12) . (3]

1. 3PK "Nomor® {"Tanggal™: 1] Nila: - __.
"Jenis Pakerjaan” ("Nilal; Nama Mitra: Bunga

. Pekerjaan®, "Walitu Abadi |KKU Nomor
! Pelaksznsan XM
Kemutrian®)
2 Milai: ...
. Nama Mitra: Bunga
! Arrisa
Dst...
Realizas Komitmen '
Kemitraan :
i jAkumulnsi per
: Mekeraan) |
1 2_ :
dat
Total Eealisasi
Kecmitraan;
4.| Kewajiban - a BPPLJUNL-UPL;AMDAL %)
Pengelolaan ! b, Sarana IPAL berupa .. sebanyak ... Unit
Ingkungan :
3. Tanpgeung jawab | - Sudah/belum*) dilaksanakan
soaial - a. Program C5R yang didalarkan -
perisahaan 1
[(CSR 2)
. b Alokasi hiaya Frogram CSR Rp. ...
c. Alokasi TSR
d. Output dan Outeeime yaog dipervleh <hbandingkan dengan
: vang direncanakan dalam program C5E
6. | Keselamatan, o T
Keschatan, dan
Keamanan :
Lingkungan i
Kerja !
[(K3L] i

‘} Pilih Salah Satu

VI. RIWAYAT PENGERNAAN SANKSL ADMINLSTRATIF
Feringatan Tertulis Pertama : SNK-._.. (Tarik datg dan momuncilkan rilai)

VI PENILAIAN LKPM

Mo Kriteria Pemiloian J' ~__Bobot Skor Nilai
1 Pemenuhan Persyaratan Dasar ) 30%
<4 Pemenuhan Perizinan Berusaha t 20%
3 TFemenuhan FB UMKUJ : 0% ]

Permenuhan Healisasi Kewajiban dan
4 Tanprung Jawab Penanaman Modal 2P

LR TR
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i ﬁiwayat Fengenaan Sanksi E 100,
1

5__ . Administratid

THond

VIIL.PENJELASAN REALISAS] PENANAMAN MODAL
JULPEN) JAN MOL —

1
LA,

IX. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PELAKL USAHA

Dengan im saya menyatakan bahwa data dan informas: yang saya 13 adalah benar
eItd saya hertanggung jawab penuh stas data dan informasi terscbut. Apabila di
kemudian hard ditemubkan ketidaksesuawn atau ketidakakuratan malka bersedia
unntule dikenaltan sanksi sesuai dengon peraturan perundang  wndangan.

Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20, ..
Direksi / Kuasa Direksi,

Selaky Penanpggurng Jawab LTKPM Nama
Jelas :

Jabatan

Mo, Telepon

Email
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PEDOMAN FENGISIAN
LAPOEAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL |[LKPM)
TAHAF PERSIAPAN

Penoyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LEPM]) bapgy Prlaku Lzaho
menengah dan Desar dilakukan secara daving melalui website hup / foss goid.

PERIODE LAPORAN,
Disi dengan keweajiban rahun Japoran dibuat.
Dasn dengan tanda (v pada sesuai periode laporan Trivwalan.

I. KETERANGAN PELAKU USAHA:

I.
2.
3,
4.

=8
6.

Nama Pelalmu ' Penarilian data otomatis dar Sigtem O35
Usaha/Pclaku Usaha

Nomar Induk : Penarikan data otomatis dari Sistem Q55
Beruseha [NIB]

Nomor Kegiatan ' Penarikan data otomatis darl Sistem 055
Usaha (NKL)

Bidang Usuaha  Penarikan data otomatie dari Sigtern 058
Alamat Kantor Puaat : Penankan dala ctometis dan Sistem 055
Lokasi Proyuk : Penanikan data etomalis dan Sistem 038

Apabila terdapar perubahan Keterangan Pelake Usaha sebapaimana terscbut dy
atas, Pelalna Usaha terlebih dahulu hamzs mengajukan penyesumannya melalud
menu Porubaban Badan Usaha danfatau Perubahan Data Usaha pada Sistem 085,

II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai mlal perolehan awal): Invesias

Nilai realisasi Penanaman Maodal menggunakan mara wang Eupiah [Rp).
Eencana Investasi moerupakan datd milal rencana investast yane dicank
otomaltis dar Sistem O55,

Realizasi Modal Tetap dihitung atas nilal perolebhan awal yung merapakaon
total biava vang dikeluarkan Pelako Usaha unluk mempereleh sualu zsel
termasuk biaya-bidya lainnva.

komponen Healisasi mencakup

Tambahan realisasi investasi pada Periode Pelaporan diisi dengan nilai
tealirast Penanaman Modal per 3 [tiga) bulan sesua perinde pelaporan
(Triwalan [FHSIIIAIV) ditambahkan dengan nilai realisast Penanaman
Modal scbelum pericde pelaperan yang belus dilaporkcan.

Tota]l akamulasi realisasi investasi sampa dengan penode pelaporan
adalah nilai realisazi Penanaman Modal vang secara kumulatif terhitung
sejak Pelaku Usaha menvampuaikan LEKPM pettama kali sampai dengan
periode pelaporan terkini

Komponen realisasi Modal Tetap terdin dari:

1.
2.

3.

11

2

3

.

Pembelian  dan  pomatangan  tanab  nencakup  seluruh braya
pengadaan tanah termasuk fand clearing, cur and fill, dan lain- lain
dalam lakasi proyek,

Pembanganan bangunan gedung termasuk renovasi. pembangunan/
pembetian bangunan gedung bang yang tidak berdampak pada
peningkatan kapasilas produkesi.

Ferngadaan  peralalan/sarana/mesin tetmasak penggantieng
penambahan mesin/peralatan barmy vang udak berdampak pada
Hapasitas produksi sesual Perizinan Berusaha, baik yang dimpor
taupun  pembelian  lokal  termasuk peralatan pencegahan
pencemaran  hngkangan. harga beli mesin/peralatan ditambah
ongkos pengiriman darr onghkes Ingtalasi,
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d Tain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin pearalatan,
dan penambahan Lendaraan operasional penunjang usaha dan
peralatan kanler, pengadasn sumber dava manusia serta kegatan
lain sebelum dilakukannya operasional dan/atan Kotmersial.

4] Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat Kegiatan Usaha
siap nperasional danfatau komersial dengan tambahan perhitungan
nilai realisasi satu tumover pengeluaran untuk bahan baku/fpenalang,
gajifupah ltaryawan, biaya operasional (listrik, air, telspon), sulm
cadang, dan biaya overhead Pelaku Usaha, Satu tumover adalah sam
perade perputaranysiklus biava produkisifoperasional mulai pembelian
bahan baku sampai denpgan penjualan hasil produksi [hasil penjualan
produkai diputtalzan untuk pembelian hahan baku kembali).

5] Peogisian nilai realisazi Penanaman Moedat tidak mengeral adanya
petyusutan modal tetap dan revaluazn asel.

Bl Rincan isian Modal Tetap dan Modal Eena ditulis pada  kolom
Perjelasan Realigazi Penanaman Modal.

I11. REALISASI TENAGA KERJA:

L.
2.

Tenaga Kerja Pelaitu Usaha diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksl.
Tenaga kerja Pelaku Usaha diisi dengan jumlah Tenaga Kena Indonesia (TKI}
dan Tenaga Kerja Asing (TKA| herdasarkan Perjanjian Kerja Wakm Terientu
IPKWT}) ' bagi pegawai tidak terap dan Perjanjian kerja Wakmo Tidak Tertentu
IFKWTTi/bagi preawai tetap dengan Pelaku Usaha,

. TEA diisi dengan tenage kerja asing yang  dipeckejakan dan teclah

memperoleh Izin Kérga sesuai ketenuian peraturan perundang. undangar,

. Tenaga Lkerja lokal adalah tenaga kerja vang herasal dar  wilayah

kabiiparen flkata sesuai lokasi provek berada.

. Tenaga kerja penyandang disabilitas adalabh tenaga wang memiliki

kcterbatasan fisik, mental, intelekmaal atan sensorik dslam jangka waktu
lama.

. Total tenara kerja perode sebelumnya ditarik dari sistem.
. Tambahan tenaga kecja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi

tenaga kerja pada periode pelaporan.

. Pengurangan tenega kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan

realizasi tenapga kerja pada perivds pelaporan.

. Total tenaga ketja sampai dengan periode pelaporan meripakan akumulasi

poitt 6, Y dan .

IV. PERSYARATAN DASAR. FERIZINAN BERUSAHA, PERTZINAN  BERUSAHA
DNTUK MENLNJANG KEGIATAN USAHA

1.

& Lo b

m

KKFE{KKPRL/ Perzstujuan . Penarikan data otomatis dan Sistem O35
Kawasan Hutan

Fersetujuan Lingkungan - Penamkan data etomahis dari Sistem (055
FBG : Penarnkan data otomatiz dan Sistem 058
SLF " Penankan data ctomatis dan Sistem 055
Ferizinan Beru=aha - Penankan data otomans dan Sistem O35
{Sertifikat Standar f[zin)

FPB-UMEL : Penarikan data otomatis dan Siztem 055

V. KEWAJIBAN DAN TAMNGGUNG JAWAD FELAKU USAHA

1.

Alih teknolog kepada TEL patidamping

Kewajibann Pelaku Usaha vang mengeunaken TKA untuk melakukan
pelatihan dalam rangka rranasfer feknologi kepada TKL pendamping yang
akan menggantikan TEA disi denpgan jeniz pelatiban dan jurolah tenapa
kerja  yang  dilatih. Ketentuar  gu tidak  berlaku untak  jabatan
tormmisaria, Dircksi vank dist olelh Grang asing.
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2. BFIS5 Eertenagakerjaan
Dzt apabila Pelaku Usaha sudah atau belum melakukan BPJS
Ketenagzkerjaan untuk tenaga kerja di Pelalu Usaha,

3. Kemitraan

Kewajiban 5e£11a) dengarn ketentuan bidang  usaha yang
ditetapkan/ dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang
berlalou.

4. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan
Kewajiban linglungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin
uzaha/perseiujuan  alau  ketentuan  peratran perondangs  unslangan
lermesuk sarana Instalasi Pengolahan Air Limbabh baile jenis mauwpun
qumlabh unrt yang dimiliki serta penjelasan Kandist peralatan pengolahan
limbah padat/cairfgas/B2/B3. Dalam hal kondis1 peralatan pengolahan
limbah fidak beroperasi, pada kolom permasalahan Pelaku Usaha wajihb
dibcnikan ketcrangan yang beriat penjelasan dan apayvs yang dilalakan
dalam ranghka pencegahan pencemacan nglhungan.

> Tanpgung jawab sosial Pelaitn Usaha (C5R)
Fengislatt realisasi pelaksanaen program CSR dilakukan apabila Pelabkua
Uzaha telah melakesanaltan program CS5R. dengan dilengkapi besaran
alekas), biaya program CSR. sera output dan outcome yang diperoleh
dibandingksn dengan yang direncanakan dalam program CSRE. terkait
peoingkalan  perchonumnian danfalau peningkslan kualilas lingkungan
hidup dan sumber daya manusia di sekitar lokasi proyek.

6. Keselamatan, Keszehatan, dan Keamanan Linghkungan Kerja (K3L)
Penerapan Keselamatan, Keszehatan, Keamanan lingkoangan kerja  di
perusabhaan.

VI, RIWAYAT PENGENAAN SANKSL ADMINISTREATEF
Riwayat pengenaan sanksi : Penankan data otomatis dan sistern OS85

VI[. PENILALAN LKPM

1. Resalizazi Penatatnan : Penghitangan skor nilal atomatis dari Sistemn O55
Moulal

2. Pemenuhan Persyaratan @ Penghitungan skor nilal ommatis dari Siscem 055
Dazar, FB, danfatau PB-
LMET

3. Pemenuhan Kewajibran : Penghitungan skor nilai otamatis dari Sistem 055
dan Tanggung Jawab
Penianaman Modal

VIII. PENJELASAN REALISAST PENANAMAN MODAL
Bapat diisi dengan penjelasan terlkait perkembangan realisasi penanaman
rnocdaly proyelk Pelakiu Usuha termasuk dncian atas nilai realisasi yang diinput
dan pernyataan tdak doplikas perhitungan atas Kegiatan Usaha vang
dimiliki Pelalnl Usaha.

I, PEREMASALAHAN YANG DIHADAFI PELAKU USAHA
Dapat dngi dengan permasalaban danfatau hambatan/kendala vang tmbol
dalam pelaksanpan kegiatan, aepertt masalah  pertanahan,  masalah
kelenagakerjzan, dan magalsh lainnya yane dianggap perlu dilaporkan
sekalipas upaya vang telabh dilakukan serta  keterangan  penjelasan
perkembangan proyvek,

Laperats disusun dan ditandatangani coleh penanggung jowab Pelalon Usaha
mewakili untuk dan atas nama dircksi Pelalog Usaha dengan mencantumkan nama
Jelas, jpabatan, oomor teleppn {unigk  inemaldabkan komunikasi, diatamakan
handphone], dan email aktif. Pelaku Usaha dapat menhcantumisn lebib dard sata
email aktif di bagian penangeung jawab.
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kKerahasiaan dala vang dilaporkan Pelaku Usaha dijamin sesual ketentuan
perafuran perundang-undangan.

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUMITAMMAD NOOER RIFANI
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LAMPIEAN IV

PERATURAN EUPAT] TABALONG
NOMOR 17 TAHUN 2026

TEMNTANG

FEDOMAN PELAKSANAAN PENANAMARN

MOLRAL

FORMAT LKPM TAHAP OPERASIONAL DAN /ATAU KOMERSIAL

PERIDDE:

- Triwnlan Pocrtama (Januari -

- Triwuian Kedua {Apcil = Juai)

TAHUM ...

Marct]

Triwulan Ketiga [Juli = September)
Trivulan Keempat [(Oktober - Desember|

. KETERANGAN PELAKLU USAHA

L e e
—_ o a— —

LAPORAN KEEGIATAN PENANAMAN MODAL [LEPM)
TAHAF OFERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL

Mama Pelaku Usaha/Pelakua Usaha| -

Nomor Indul Beruzaha {NIB)

Namor Kegiatan Usaha [NEL)

Bidang Usabha

{KBLI 5 digit

uraian idong washa)

Alamal Kantor Pusat

SN LN bl ]

__Lgkasi Proyek
[I. REALISASI PENANAM AN MODAL

! “Fambahan Realizas | Toral Akumulasi
Komponen lhvestas Rercana v Investas: Poricde 1 realisasi investasi s/d
lhirvezstasi Pelaporan pericnle pelaporan
1. Modal Tetap _ 1 i}
2, Modal Kerja L T T
Jumlah " _ .
III. REALISASI TENAGA KEEJAY
B I - Tambahan | Pengurangan | Total lenaga -
_ Rencana  Tatal tenaga!  tena tenaga kerja | kerja sampail
Tenaga Kerja I Tenaga kena Fn:ringl:rlc-lel' kerj%ta periode denpan periode
Peiaku Usaha | - Kerja sehehamnya  pericde pelaporan pelaperan
. peElaporan
Indonesia ~ o o
-Lalki-Laki . Qrang | . Orang . Orang QOrang . Orang
-Perempuan | .. Crang L Orang -. Orang Orang -.. Orang
Aging D Orang - Doy . Chrang Orang - Qrang
Jumlah . Orang ... Urang Orang . Qrang ... Orang

| *] Tidak te;rr'natnk Komisaris dan Diiceksi, Erma&uk tenaga l-rerra kontralk,

Tenaga Kerja
Lokal
setermpat

| (Kab-fKeta)

Tambahan tcnoaga
kerja lokal periode

pelaporan

. Orang

Penpgurangat tenaga
kerja lukal pericds
pelaperaty

.. Urang

Total tenaga kerjo loleal
sanipal dengan pericde
pelaporan, ,

. Orang
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Tambahan tenaga  Pengurangan tenags | mtalf:iﬁz:eqa
kerja penyandang kerja penyandang di%EblliﬂS san%pai
ﬁlﬁabll]llﬂs perinde dlsaml]ltas EEI'lude dengan periode
.. _ .| Pemeern Pelaporal _ pelaporan
Ternaga Kerpa | |
Peoyandang . Qrang | Orang : ... Orang
 disabilitas - P - _
1. REALISASI PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN _ )
l. .| Jenis Kapasitas Produksi . Eks r_|
| Na*  PRarang/ Satvan Kapasitag sesuail Healisasi ﬂ'ﬁ '
i 5 Jasa Ferizinan Berusabin Provd ukbosg
|
V. PERSYARATAN DASAR, PERIZINAN BERUSAHA, PERLZINAN BERUSAHA

UINTUK MENLUNJANG KEGIATAN USAHA

I, | Persyaratan Dasar
KEKPR/KKFPRL} Persetujuan Momor ... tanggal. {Tarik Dala)
Eawasan
Hutan
Perselujuan Lingkungan Momot ... tanggal. (Tarik Cata)
PBG Nomor ... tanggal. (Tarik Data)
SLE Momor ... . tanﬁaj. (Tank Data)
2. | Penzinan Bermazaha (Sertifikat Momor ... tangeal, {Tarike Data)
Standar/lzinj Status frerverifkazifbelum
terverifikasi] atau (terkilf belum terknt)
Persyaratan :
1.... Istedah/beham)
2.
3.
Kewajibar:
1.
.
3.
3. PE-LUMKL Mama PB-UMEU
Persyarstan :
l..... fzudahy beluim|
2.
3.
4.
hewajiban
... (=udait/ el
2.
3.
Momor... tanggal. .

V1. HEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAE FELAKU USAHA

1. T Alih teknologi | .| Jemis pelatihan (ethadap TKl pendamping TEA:
- kepada Tkl : 1m ...
pendamping N )
: Dhlaksanakan sendind pibak Ketigs | Jumlab TKT yang
| dilatih ... orang
2 | BRJS " Sudah fbelamTy
' ketenagakerjaan |




Kemitraan dengan
KM

S

-'"A Pelaksanaan kewajiban Kemitraan pada bidang

usaha vang dipersyaratkan hermirra sesoal dengan
ketentuan peracuran perundang-undangan.

|
|
L

Berdasurkan Sural | Fealisasi Kaormitmen

r Tk P-ernj,._ra.taan Kemiltraan '

A Koruitmen ;

i (2} 3]

i| 1. SPK "Momor® {"Targgal™ | 11 Nilai - ..

: “Jenis Pekerjean” ["Nilai | Nama Mitra: Bunga
minimal pekerfaun per | Abadi (KKU Nomuor
tahun’) oK)

2 Nilai; ...
Mama Mitra: ...
Lyat. ..
T Realisasi Kormitmen
Kemitrasn; [Akumulasi.
1 . __|verPekerjoan)
= B
dat | Lo
Total Kealizam
Kemitraan:

+ b. Pelaksansan kewajiban Kemitraan pada bidang

Berdasarkan Surat

e ——————— -

usaha prniotitas penanaman modal sesuai dengan
kerentuan peraturan perundang- undangan

Bealisas Komitmen

No. Pemyataan Komitten | Kemifraan
TV - P E i
L. [ SPK "Nomor” {"Tanggal"} 1) Nila: - ... !
: “Jemis Pelearjaan” ("MNilaj Nama Mitra: Bunga

Fekeraan™ "Wakin Abadi (KKU Nomor
Friakzanaan W)
Kemitrazan™)
2] Nilau; ..
| Marma Mitra: .. !
3) Nilai:  Pentuk |
: CoR: .. '
Dest. .
Realizsasi Komitmen
kKemitraan' [Akumulasi:
; per Pekerjaaln]
T I
dst

Tatal Realisasi
Eeemitraan:

. Pelaksanaan Kemitraan secara sukarcla

MNo.

Berdasarkan Surat
~ Pernyataan Komitmen

(1

Feallzas Komitmen
Ketnitraan

{2}

(3

oK

"Womor® ("Tanggal"
"Jenis Pekerjaan” ["Nilai
Pekerjzan”™, "Waktu
Pelaksanaan

1y Milai @ ...

Nama Mura: Bunga
Abadi IKKU Nomor
LS el i

Kemitrean”)




2) Nikai: ...
Nama Mitra: __.
D=t _.
Kealisasl Komitrnen ;
Kemitraan: |JAkumulasi
I par Pelkeriaan) '
: 21 _
! dst - e— - — -
Total Realisasi
d Kemitraan:
4. Kewajiban Ui | & SPPL/UKL-UPL/AMDAL *| B
. Pengelolaan b Sarana IPAL beirupa . sebanyak - Unit
lingkungan
2. | Tanpgung jawah :
sozial Pelalcw Usaha
{C5R)
6. | Keselamatan, T T )
Keschatan, dan !
Keamanan X
Lingloungan Kerja
(K3L) L]
*1 Pilil Zalah Sarl,
VII. RIWAYAT PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Paringatan Tertulis Pertama : SNK-.... [Tarik data dan memunculkan oilai)
VI PENILAIAN LKPM
Ma . Kriteria Penilaian _Ecbot Skor Milai
1 | Pemenuhan Persyaratan Dasar | 30
2 | Pemenuhan Perizinan Berusaha | 2%
3 Femenuaban PB UMKU - 20% o
4 Femenuhan Realisasi Kewajiban 204

. dan Tanggung Jawab
Penanaman Modal

5 | Riwavat Pengenaan Sanksi 10%,
Administratifl

Total

[X. PENJELASAN REALISASI PENANAMAN MODAL

- . - —_— e

X.  PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA

Dengan im saya menyatakan bahwa data dan informasi yang sava isi adalah benar
scria gaya bertanggung jawab penubl ates data dan informasi tersebut. Apabila di
kemudian hari ditemukan Ketidaksesuatan atau ketidakakuratan maks bersedia
untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan,
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{Tempat). {Tatggal dan Bulan) 20. .
Direksif Kuasa Direlai Selakon Penanggung Jawab,

MHarna Jelas
Jabatan ;

No. Telepon
Email
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PEDOMAN FENGISTAN

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL ILKPM)
TAHAP OPERASIONAL DIANFATAL KOWMERSIAL

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Meodal (LKPM) Usahe bagi Peloku
Usaha menengeh dan  besar  dilakukan secdara daring melalul websie

http: /) foss.goad.
PERIODE LAPORAN

Diizi dengan kewslivan tahun laporen dibual.
Diizi dengan tanda |v) sesug periode laporan Trivuian.

. KETERANGAN PELAKL USAHA:

1. Marna Prlaku ' Penarikan data otomatiz dan Sistem
Usaha/elaku Usaha b
2. Nomor Induk r Penarikan data otomatis dan Sistem
Berusaha QL
{NIBj
3. MNomor Keglatan sPenarikan data stomatis dan Sistem
Uzaha (MK} O8%
4. Bidang Usaha  Peparikan dala otomatis daci Sestem
Q55
> Alamar Kantor Pusat : Peparikan data otomatis dan Setem
055
. Lokasi Prayelk - Penartkan data ctomates dan Sistem
0358

lI. REALISAZ PENANAMAN MODAL

[. Hilai realisas Penanaman Modal mengpanakan mata uang Rupiah iRp).

2. Realisasi Penanaman Modal Telap agar diizi sesuai denpgan nilal yang
tercantum  dalam milai perelchan awal dan tidak mongenal adanya
penyusuran modal tetap dan revaluasi aset.

3. Penpsian modal tetap terdin dan:

a. Pengadaan tanah adalah blaya pembelian tanah dan baya pernatangan
tanah [land clearing, cut and fili, dan lain-lainj dalam lokasi proyek.

b. Peogadaan  bangunan  pedung  lermasuk  renovasi,  pembanganan
peribelian . bangunan gedung baru yang  ldak  berdampak  pada
pemimgkiatan Kapasitas peoduks,

c. Penpadaan peralatan/sarana/mesin bermasuk peogpantian/
peaambahan meainf  peralatan baro yang ridak berdampak pada
kapazitas produksi sesual Fernmnon Berusoha, baik yang diimpor
maupun pembelan lokal termasuk peratatan pencegaban pencemaran
lingkungan. harga beli mesin/ peralatan ditambah ongkos pengiriman
dan onghkos inat alasi.

94, Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya
penyusatan medal tetap dan revaluasi aszet.

5. Rinciann siapn Modal Tetap ditulis pada kelom Penjelazan  Realisasi
Penanaman Modal

0. Pengimian nilai rencana Modal Kerja berdasarkan penankan data otomatia
dari Sistem Q55

HE REEALISAS] TENAGA KER.JA

1. Tenaga Kerja Pelakw Uaaha disi di luar jabatan Koendsaris Jdon Dirclks:,

2. Tenagya kerpa Pelaku Usaha diisi dengan jumlah Tenaga Kena Indonesia [TK[}
dan Tenaga Kerja Asing ITKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentuy
(PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Keria Walkiu Tidak Tertenm
(PKWTT! bagi pegawan tetap dengan Pelaky Usaha.
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TKA ciisi demgan tenaga kerja asing yang dipekerjakan  dan telah
memperoleh 1zin Kerja sesual ketentuan peraturan perundang- undangan.
Tenagn kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah
kabupaten fkota tempat lokasi proyek berada.

Tenaga kerja  penyundang  disabilitus  adalah  tenaga yang memilila
keterbatasan fisik, mental, intelekiua! atan sensorik Jdalam jangka waldtu
lama.

Total tenaga ketrja periode sebelumnya ditarik dar sistem.

Tambahan tenaga kerja pericde pelapotan diisi dengati tanibahan realisasi
tenaga kerja pada periode pelaporan.

Pengurangan tenaga kea periode  pelapetan diisi apabila ada
pengurangan realisasi tenage kecja pada perinde pelaporan.

Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan skumulasi
pain B, ¥ dan 3.

REALISAS! PRODUKSI/JASA DAN FEMASARAN

L.

Kolom Jenis Barang/Jasa:

LMisi jenis barangfiasa yang terdapal dalam data Kegiatan Uaaha pada
Sistem Q55

Satuan:

Pemarikan data otomatis dari Sistemn 085 sesuai dengan yang tercantum
dalam data Kegalan Uszaha.

Kolom Kapasitas Izin:

Penarikan data otormatis dar Sistem Q53 sesuai dengan yang torcanium
dalam data Eeglatan U!saha.

Kolom Kapasitas Produksi:

Diisi sesuni kapasitas mesingperalatan vang dioperasikan socara optimal
atau berdasarkan shift kerja per tahun,

Reulisasi produiksi:

Diizi berdasarkan realisasi produksi yang dibasilkan dalam satu tabun
idisampaikan pada laporan penode rmwlan 4).

Contoh realisasi produks: di lnar bidang industri antara lain: untuk realisasi
hotel adalah tingkat okupansi, untuk perdagangan dan jasa adalah omset.
Kalotn Milai Elapor:

Diisi berdaszarkan realisasi ckspor Pelalu Usaha dalam mata uang Nollar
Amerika Serikat [U3%$) selama ssiw tahun, dengan menggunakan kura
tengat Bank Indonesia pada tangpgal dilaksanakannys chspor.

PERSYARATAN DASAR, PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN BERUSAHA
UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

l.

SENTEE

5.

KKFR/EKKIEL/Persetujuan : Penanlkan data otomatis dan Sistem 053
Kawasan Hutan

Persetujuan Langkuangan . Penarkan data otematis dari Sistem 055
PBG : Panarkan data otomatis dari Sistem OS53
SLF p Penarikan data otomatis dan Sistetn Chis
Perzinan Berusaha [Sertfkar Penatikan data octomartis dan Sistem D83
Standar, lzin)

PB-UMELU : Penariken data otamatis dar Sistem O35

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAEB PELAKLU LSAHA

i

Alih teknnlog kepada TKT pendamping

Kewajiban Pelalos Usaha yang menggunakan TKA untuk melakukan
pelatihan dalam rengka transfor teknologi kepada TK] pendamping yang
akan menggantikan TEA diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga
kerja  yang dilatih. Ketentuan im  tidak berizku uptuk Jabatan
Komusatis fDireksi yang diisi oleh orang asing
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Al

2. BPJS Ketenagakerjaan
Ditg; apabila Pelsku Usaha sudah atau belum  melalakan BPRJS
Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja oi Pelaku Usaha,

3. Kemilraan
Kewajibath sesua; dengan ketentuan bidang uvsaha yong ditetankan/
dipersyvaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlakal,

4. Kewajiban Pengelolaan Linglungan
Kewajibap ingkungan sezual dengan kctontaan yang ditetapkan dalamn
igin usaha/perseiujuan atau Ketentuan peraturan perundang- undangan
termasuk sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah baik jenis mauapun
jumlabh amit yang dimiliki =erta penjelasan kondisi peralatan pengolahan
limhah padat/cairfgas/B2/B3 Dalam hal kondisi peralatan pengolaban
limbah tidak beroperasi, pada kolom permasalahan Pelaku Usaha wajib
dibcrikan keterangan yang berisi penjelasan dan upaya yang dilakokan
dalam rangka pencegahan pencemaran ingkungan.

5. Tanggung jawab goslal Pelaku Usaha 1(CSE)
Perigisian realisasi pelaksanaan program CSE dilakukan apabila Pelaku
Llzaha telah melaksanakan program CSH, dengan dilenghapi besaran
alokasi biaya pregram CSR, zerta outputl dan outcome yang diperoleh
dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program C3R, rerkait
peningkatan perekonormian dan/atae peningkatan kualites lingkuangan
hidup dan sumber dava manusia di sekitar Inkasi proyek.

6. Keselamatan, Kegehatan, dan Keamanan Linglkungan Kerja (K3L)
Penerapan Kes¢elamatan, Keschatan, Henyamanan dan Kesejahlersan
Fekerja di linglungan periasabaan,

RIWAYAT PENGENAAN SANKST ADMINISTRATIF
Riwayat pengenaan sankel : Penarkan data otomatis dari slstem 058

VIIl.PENILAIAN LKPM

IX.

1. Realisasi Penanaman Modal ; Penghitungan skor nilar atomatis
dari Brstem OS5

2. Pemenuhan Persyaratan Dasar, > Penghitungan sker nilai otamatis
PH, dan/fatay PB-UMEKL dari Sistem OS5

3. Pemenuhan Kewajiban dan ; Penghitungan skor nilal otomatis
Tanggung Jawab Penanarmnan Modsl dari Siztem Q85

PENJEILASAN REALISASI PENANAMAN MODAL

Dapat diisi dengsm penjelasan torkait perkembangan realisasi penanaman
modal/proyck Pelaku Usaha termasuk rincian ates nilad realisasi yang diinput
dan pernyataan tidak duplikasi perhitungan azas Kegiatan Usaha yang dimiliki
Pelaku Usaha.

PEEMASALAHAN YANG DIHADAPI PELAKD USAHA

Dapat disi dengan permasalahan dan/atau hambalan/kendala yang timbul
dalam pelaksanaan kegiatan, seperti  mnasalah  pertanghan, tnasalah
ketenagakerjaan, dan masalabh lainnya vang dianggap perlu  dilaporkan
sekaligus upaya  vang telah dilakukan serts  keterangan penjelasan
petrkembatgan proyel:.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanpgzung  jawaly Pelaku Usaha
mewakili untuk dan aras nama direksa Pelaku Usaha dengan mencantumitan nama
Ielas, [abatan, nomor telepon juntuk memudahkan kKoemunikas:, diotamakan
handphone), dan email altif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebibh darl sato
emall akuf di bagian penangpung jawal.
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Kerahasiaan data yang dilaporkan Pelaku Usaha dijamin sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangarn.

BUEATI TABALONG,

{ (a8

MINTAMMAD NOOR RITFAN]



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENANAMAIN
MODAL

PANDUAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS LAPANGARN

{Opl pETHED Wil

- ROmp| pengiawas
Mama Fenaawas hivad, :

BUPATI TABALONG,

frd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI
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LAMPTEAN V1

FERATLIRAN BLUIPATT TARALONG
ROMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

FEDOMAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

FORMAT SURAT TLGAS TNSPEKSI LAPANGAN

KOP SURAT

SURAT TUGAS INSPERSI LAPANGAN EUT]N,-’INE]DE‘.HTAL
MNemmen'. ...

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Takan 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan PBerusaha DBerbasis Rigike dan  Peraturan Menter: lnwvestazi dan
Hilirisasi/ Kepala Badon Hoordinasi Penanaman Medal Nomor . Tahun 20235
tendeng  Pedoman Penyelenggaraan [Periziman Berusaha Berbasia Fisike dan
Fasilitas Penanatmen Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Tenntegrast Sevara
Elekironik (Online Single 3ubmission], Lembaga OS5 menerbitkan surat rugas
inspeksi lapangan rcin/insidental dengan pelak=ana sebagai beribout:

1. | Nama o .
: N[P F—— - ‘; - [Ep—
_Pangkat/Gol Ruang o e |

Tnstansi :
2, [dst,

Maksud :  Inspeksi Lapangan ke <nama Pelaku Usabia>
dengan lokasi provek di Kab/kota, .. .,
Provinsi ...

Wakty Peloksanaan : Han, ddfmmfyyyy Dala Kepgatan Usaha

- KBLI/Bidang Usaha :

- NEU

Diterbitkan di
Tanjung, tanggal ... bulan ... tahun ..

iMama Jabacan) (lnstansi)
Mtandalangan secara elekironik
(Mama Pejabat Penandatanpan)
EUPATI TABALONG.

Hl.

MUHAMMAD NOGE EIFANI
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LAMPIRAN VI

FERATURAN BUFATI TABALONG
NOMOR #7 TAHUN 226

TENTANG

FEDOMAN PELAKSANAAN PENAMAMAN
MODAL

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN INSPERSI LAPANGAN

KOP SURAT

SURAT FEMBERTTAHUAN INSPEKSI LAPANGAN
Notnet. .
Yth.
.. (Direksi /Pimpinan Pelaku Usaha fPotaku Usaha) Di Tempat

Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Peryelenggaraan Perizinan Berusaha EBerbasig Risiko dan Peraturan Menter
Investasi Dan HilirisasifKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ...
Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenpgarian Perzinan Berusaha Berbasis Risiko
Dan Fasilitaz Pepapnaman Moedal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terineegrasi
Secara  Elekirenilk  [Onfine Single Submession], dengan ind kami  bermaksad
rzleksarakan inspeksi lapangan untuk melakukan evaluazi aras Kesesu@ian
perizinan berusaha berbazis risiko terhadap pelaksanaan Kegiaran Usaha sebaga

berikuor

Nomar Induk Berusaha : | ... ta'ngg:ﬁ".-.._. - T o o |
Momor Kematan Usaha | @ | L.
Persyaratan Dosar ;| 1. KKKPR/PRKFPRE/FEKKPRL/PPEH No. ___tanggal ...

: 2. Perzetujuan lingkungan e, .. langgal .. |
| 3. PBG Mo, ... tanggal ...
' 4. SLF No. . . tanggal

Perizinan Beruaaha i | Sertifikat Standar/Izin ... (unggal. ..
FB UMEKL | ;[ 1. tnomenklatar P UMKU) Nao. .. tanggal...
2, dst..
TKBLL Bidung Usaha | ... B T T
KM K l"ersemjuan| | [apabila aday
Fasilitas Mesin/Barang °
dan Jasa
| Lokasi Proyek O D o

Kegiatan dimaksod akan dilaksanakan pada tanggsd... dan pcjabat/stal yang
Kamni berikan tugsas melaksanakan inspelsi lapangan adalah sebagai berikut:

Unit dar Instansi
H.erja____ _ |

Mo, Mama MNIP Jabatan

dst ' o _];

Untuk dapat terlaksananya inspeksi lapangon, kami mohon bantwan dan
kesediaan Saudara untuk dapat menerima Pemerinah Doeerab, serw dapat
memberikan dawa dan inforimasi terkail perkembangan Kegiatan Usaha Pelaku
Usaha 3audara sesuaj vang kami perlukan.
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Demikian, atas kesediaan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Diterbitkan di Jakarta, tangpal .. bulan .. tahun

Kepala Dinas  Penenaman Modal  dan
Felavanan Terpadu Satu Pintu
kabupaten Tabalong,

Duandatangani sccara clekironil
(Nama Pejabal Penandatangan)

BEUPATI TABALONG,

L1d.

MUHAMMAL NOOR RTFARKI
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LAMPIRAM Wil

PERATURAN BUPATI TABALONG
HOMOR 17 TAHUN 20626

TENTANG

PEDOMAN FELAKSANAAN FENANAMAN
MODAL

BOROT IKDIKATOR PENILAIAN KEPATUHAN PELAKU USAHA

Mo Kriterpa Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha Babat
l. | Pemenuhan Persyaratan Dasar 0 Y
2. | Femenuhan FB UMELU 20 %
a3. Pemenuhan Persyaratan FF 238 40 %
B. Pemenuhan Kewajiban PP 28 40 %
. Masa Berlaku PB UMK Q0%
3. | Pemenuhen Perwinan Berusaha, sebapgal berilut : . 20 |
_1a, Kesesuaian KBLIL dengan Kegiatan Usaha pada Lokusi wsala | 20%
t. Kesesuaian Pemilihan Skala Usaha di Lokasi Usaha 20%
e, Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha sesua 305
Lampiran I PP 28 Tahun 2025
4. Pemenuban Kewajiban Perizinan Berusaha sesua Lampiran | 30%
1 FP 28 Tahun 2023 |

4. | Pemmenuhan Realisasi dan kewajiban Penanaman Maodai. o
sebagai berikout
a. Pemenuhan Realizasi Penanaman Modal A !
b. Penyerapan Tenaga herig o _ A%
e [{ewapban Penanaman Modad _ )
|| 1. Pelatihan TK] dan/atau alih Teknolog 10%
E Fermitcaan (untuk KBLI wajib bermitra atan mendapatkan 0%
insentiff [azilitas penanaman modal)
3, Tanggungiawsb sosial Pelaku Usaha {corporate social 1 0%
| responsibilicy) _ )
4. Kewajiban BPJS Kesehatan dan I{Etenagaker_]aan I
5. keamanan, Keselamatan. dan Kesehatan Lingloangan 10%
{K3L) :
_ 6. Penpelolaan Lingkungan Hidlup A L
| 5. | Sanksi Administragf 1%
. CTeml _ 100%_

BUPATI TABALCHNG,

trd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI
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LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI TABALOMNG

NOMCR 17 TAHUN 2026
TENTANG

PEDDMAN PELAKSANAAN
MODAL

FORMAT BERITA ACARA PEMEEIKSAAN (BAF

BERITA ACARA PEMERIKSAAN [BAHF
Nomaor: ...

PENANAMAN

Pada hard ini, ... tapgpal . bualaa .. tahun .., vanp bertaada tangan di bawah ini,
Tim Pengendalian Prlaksanaan FPenanaman Modal, telah melabukan Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

I

KETERANGAN PELAKU USAHA

1. | Mama Pelaliu LIsaha fPelaku Usahe
2. | Noinor Indul: Berusaha (NIB)
J. | Alamat Kantor Pusat
4. | Lakasi Proyek
5. | Momor Kode Usaha
6 | KELI
7. | Uraian KBLL
g KMK Faszilitas {Masterlist/Tax Allgwance / Tax
| Hohday)} *Jika dada
Il.  PENILAIAN KEPATUHAN PEMENLHAN PEESYARATAN DASAR
— — =
Kriteri Bobot ' Jenis HBobot per Sk;;gildl Tm:;l Hildl ;
Penilaian keselurahan Perizinan Jeniz lzin B Asl
S A erigawazan | Pengawasan
Petulaian '
Pemanuhan
Persyaratan
dan 0% Pt:ggi;?tan Akumulasi - Akumulaszi Akumulasi
Kewajiban i :
{sesuai FFP 28
tabhun 2025}
Total 1 ]
Total Akhir [30% |
1. PENILAIAN KEPATUHAN PEMENUHAN PB UMKU:
Kriteria | Bobal Jenis Bohot per Skﬁ;gthj Tetal Nilai Haasil
Penilaian Keacluruhan | Ponzinan  Jonis Lzin Penpawasan Perngawsasan
Femenuhan 0%
Fersvaratan PP . i
28 i
Pemenizhan ¥ ! ;
Kewajiban PE- Akumulasi | Akumulasi  © Alumulasi
PF 28 5 UMKLU |
Maza Gerlaku | 20, ! _
FB-UMEKU | ' .
i I i




Total | |
Total Akhir | 20%
ll_"'[-_"'- PENILAIAN KEPATUHAN PEMENUHAN PERIZINAN BERUSAHA
Nol ﬁi’:ﬁ:&n Bobot | Skor Nilai Hasil Pengawasan T‘}f:i gﬂﬁ:ﬁﬂ
a. | Kesesuaian KBLI 20% =5 B -
dengan Kegiatan Osesuai [ Tidek Sesuai
Usaha di Lokas: Sesual = 100
Usaha i Tidak Sem:mj = 0
b. |Kesesualan 20% D
Pemilihan  Sksla [ sesuai Tidak Sesiiai
Usaha di Loksasi Sestiai = 100
Usaha Tidak Sesuai = 0
c. |Pemenuhan J0%
Persyaratan pada L_..I sesual [ JTidak Sesuai
Perizinan Berusaha Skor=0- 100
[sesuai Lampiran 1 (Jumlah *sesuai” / Jumiah
PP 28 Tahun 2025) Pertanyaan) x 100
| d. | Pemenuhan 0%
| Kewajiban pads Dﬂesuai DTidajt Sesuai
Perizinan Berusaha Skor=0-100
(sesuai Lampiran [Jumlah “sesuai” / Jumlah

PP 28 Tahun
2025)

Pertanyaan) x 100

Taotal

Total Akhir

L |
I 20% |

V. PENILAIAN KEPATUHAN REALISASI DAN KEWAJIBAN PENANAMAN MODAL

No, Kriteria Penilaian | Bobot | Rencana| Realisasi Skor , Total
a |1.Realisasi 0% ' Realisasi/ |
e misa Rencana
Modal  fema Skor x Bobot
_ _ Sesuai/Tidak |
2.Memenuhi Batas B o
Minimum |
Investasi untuk
. PMA
Hetlw. g TK /Total
b.1 Laki-laki Rencana TK Skor x Bobaot
b.2 Perempuan
|b.3 Disabilitas
¢ |Kewajiban
Penanaman Modal Sudah = 100
607 I .. . - Skor x Bobot
c.1|Pelatihan TKI dan | 10% Dsu:iah [[] Belum
atau Alikh Teknologi
im.ttul-: Tenaga Kerjal | |
| |Indonesia |



Hangaal Pelatihan
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T -

1
Jenis Pelatihan | 1
mwrmlah Tenaga |
iKerju yang dilatib |:I Orang i
Dalaimentasi | | ' '
*MNote; Jika ada | i
TEA Fosisl |
okumen | | |
RPTKAIMTA : ;
Mama TEA : :
Alih Teknologi ke | | ) i
Siapa i
272 Kerpitraan (KBLI | 10% Rencana  Realisasi o
Walil Bermicra, S :
Mendapatkan 1. L. :Zigﬁ:ﬁ:j Skor x Hobor
Fasilitas) 2, 2. '
dst dst . i
c.E:GER 1054 Sudah gelum [Beasiswa/ I
: |
| EI EP Vokeszi = |00
| - - afrasteukiar |
Eenmik CSR Beasiswa ataw Voltasl ¥ | = 100
Lokasi CSR [nfrastrukctr Lainaya ]| 2" = <0 Skor % Bobo
[ | rSelama ada
i pilihan
: heasizwa
, infraslrakiue
Ak
e |BPJS TK 100 Renrana Realisasi BPJS
Tarik Lorg | -.orR |[BRISS Skor x Bohot
Data Reolizaszi) x 100
FPerizinan
¢.5|K3L 1007 o Jumlak 1
“Sudah” pada Skor x Bobot
list 1O
[Pertanyaan
e.6|Pengelolaan 10%
Lingkungan
Dokumen Amdal
Pergetujuan
| Lingkungan
Instalasi
Pa 1l Limbah Sudah = (X))
engelalaan Limba D Belum = 0 |
[
|
|
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| D Sudah

UKL/UFL

Brlum

Total |

Tonal Akhir [ 20%,

V1. RIWAYAT PENGANAAN SANKEI KILAL

Skor Ponilaian Siztem
055

Bohor { Jenis Perziman i
- — _. |
Persyaratan Dasar!
) Foriziman
2% | Berusuha |
o PB UMK N
YVI1. FASILITAS FENANAMAN MODAL

HOLIDAY]

Total Perilalan Sistem 5SS

[MASTERLLET /TAX ALLOWANCE/TAX

r

Ho Kriteria Penilalan | Eencana

Sesuaif
ReallsasL | Tidak Sesuail

1. Masterlist

Keterangan

A |Kezesuaian
Dokumen Impor
dengzn KMK
(Pemberitahuan
Impor Barang dan
Surat
Persetujuan -
Fehgeluaran Baranglnl

Sesuai/f
Tidak Sesuai

B [Milai Masterlist

{Mesin, Peralatan
dan Bahan Baku)

Sesum/
Tidak Scsam

C |Kesesuaian
spesifilkasi teknis |

Eesuai/
Tidak Sesusai

D Kesesuaian volume
imesin dan harga

[ — - | -

Sesuai/
Tidak Sesumni i




e

E 'Kesesuaian

han baku dengan
lokasi usaha

srpAanjarg masih

Usaha untuk
Kemiatan Usaha
VAng Sakna

mesin/peralatan/ha

dikuasai oleh Pelaku

F |Kesesuaian

han balku dengan

mesin/peralatan/ba

Sesuif
Tidak Scauai

Sesiialf
Tidak Sesual

tahap konstrulesi

Tidak Sesuai .
]

negara asal _
G 'Kezesuaian bahan
baku dengan Se s f
Pelabuhan ! i Tidak Sesuai
pemasitkan !
H |Kesesuaion | [ T
pengrunaan bahan | Se=uaj/f
haku dengsn mctode . Tidak Sesuai
stock opniame _ ;
Il. Tax Holiday; Tax Allowanc -
A TPemanfaatan - i
fasilitaz penanaman Sudah I
modal sesuai jangka ) ) Belum |
wakiu -
E |kesesuaian Realisasi
Investasi dengan | Sesual/
LKPM terakhir pada | -

VI FERMESALAHAN YANG DI HADAFI PELAKU USAHA

Mo | HKatepori Permasalahan | Detail Permasalahan

 Keterangar

IX. UNGGAH DOKUMEN

Ungeah Dokumen .

X. HASIL PENCGAWASAN KOORDINATOR

Mama Dekuamen

M. HASIL PENGAW

ASAN FELAKZANA PERSYARATAN DASAR

XI[. HASIL PENGAWASAN PELAKSANAN PERIZINAN BERUSAHA

XTI HASIL PENGAWASAN PELAKSANA PB UMKU
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XIV.EEKOQOMENIIAS]

[Pembinaan/ Pendarmpingan

Sanks Adminisrearifl

Y. MAMA PENANGGUNG JAWAB DI LOKAS] PROYEK
WL JABATAN
XVILIDENTITAS PENANGGUNG JAWAH
*WVITl. EMAIL
HIM, HONTAK PENANGGUNG JAWAB
Mengerahw Femeriksa,
Pimpinan/ Penanggang
Jawal Pelaky Usaha

DPMPTSF Kabupaten Tabalong

Namsa
Jebalan

Tanda
Tanpgan,
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PEDOMAN PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKEAAN [BAP

FENOMORAN BAF: dilakukan oleh Sistem OS85

Hari, tanggal. Bulan, tabun diisi se2uai dengan pelaksanaan pengawasan dilokosi
proyek:

KETERFANGAN PELAKU USAHA;

E:gjhﬂapﬂlaku Usaha/Pelaku Penarikan data dari Sistem O855

Momor Induk Berusaha (MIB) | - Penaritan data dari Sistem OS5

Alamal Kantor Puasgat g Penarikan data dan Sistern OS5

Lokasi Provek ; Penarikan data dan Sistermn OSS

Momor Kode Uzaha : Penankan data datri Sistem O855

KBLI[ : Fenarikan data dari Sistemn OS5

.

I

IV,

VII

VIILL

-3 (LIRS IV

UI‘F]_i.F]ﬂ KBLI : Penatikan data dar Sisternn O55

FENILAIAN KEFATUIIAN PEMEMUHAN PERSYARATAN DASAR

Froiil Peiaku Usaha berdasarkan permiungan otomatis dari s:slem 053 dengan
mengakamulasi milai dari Pamenuban Persyaratan Dasar dengan bobot
keseluruhan 30 %.

PEMNILALIAN KEPATUHAN PEMENUIIAN PERIZINAN BERUSAHA

Profil Pelaku Usaha berdasarkan perhitungan vlomatis dari sisiem OS5 dengan
mengakumulasi nilai darn Pemeruban Perizinan Berusaha dengan kriteria
Kesesualan KBLI dengarn Kegiatan Usaha di Lokasi Usaha, Kezesuaian
Pemilihan Skala Usaha di Lakasi lsaha, Pemenuhan Persyaratan pada
Perizinan Berusaha (sesuai Lampiran 1 PP 28 Tahun 2025 dan Pemenuhan
Kewajiban pada Penznan Berusaha (sesual Lampiran PP 28 Tahun 2025)
dengan Dobot keseluruhan 20 Y.

PENILAIAN KEPATUHAN PEMENUHAN

Profil Pelaku Usaha berdasarkan perhitungan otomatis daei s:istem O83 dengan
meangakumulasi nilai dari Pemenuhan PB UMKD denpan Bobal kescluruhan 20
.

PENILAIAN  KEPATUHAN REALISASI DAN KEWAJIBAN PENANAMAN MODAL
Profil Pelaku Usaha berdasarkan perhiungan otomatis dari sistem OSS dengan
mengakumulazi nilad dan Beshszasy Investasi, termasuk batas  mundmum
mmvestaal bagi Pelalm Lsaha PMA dan Kewsjiban Pepanaman Modal serta
Riwayal FPengenaan Sanksi dengsan kriteria  Realisas] Ponanaman  Modal,
Penyerapan Tenaga Kerja, Kewajiban FPenanam Moda, dengan bobot
Keselurihan 20 2.

MILAI RIWAYAT PENGENAATN SANKS]

Profil Pclaku Usaha berdazarkan pechilungan otomatis dari sistemn O35 dengan
mengalumulasi nilai dari riwayat pengenaan sanksi Pelaku Usaha dengan
bobot Keselurishan 10 %,

FERMASALAHAN YANG DIHADAPI PELAKL USAHA
(hiz tentang semua bambatan fkendala vang dihadapi Pelaka Ussha dalam
menjalankan kegiatan erusaha.

UNGGAH DDOKUMEN
Pelakszana pengawasan dari masing-masing K/LfD, mengunggah dolumen
pendukung haszil Pengawasan berupa file pdr.



IX.
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XTI
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=1V,

LA

XV

XVIL

XV

o

HASIL PENGAWASAN KOOREBINATOR
Diisi #esual dengan hasil pengawasan di lapangan sesuai kerentoan.

HASIL PENGAWASAN PELAKSANA PERSYARATAN DASAR
¥iisi sesual dengan hasl pengawasan di lapangan sesuan ketentuenl masing-
masirg KSL/D untuk Persyaratan Dasar.

HASIL PENGAWASAN PELAKSANA PERIZINAN BERLSAHA
Dizi sesuai dengan hasd pengawasan di lapangan scsual ketontuan masing-
masging K/ L/D uniuk Perizinan Berusaha,

HASIL PENGAWASAN PELAKSANA PB UMKU
[Hisi sesual dengan hasil pengawasan di lapangan sesual ketentuan masing-
masing K/L/D unbuk PR UTMKL.

RERGMENDASI
Pembinaan dan pendampmgan berupa penyuluhan, pemberian penjelasan,
danfatau bimbingan teknis:
Pergenaan sanks adminiateatif,

NAMA PENANGGUNG JAWADR DI LOKASI PROYEX
Dii=i dengan nama direksi pelaku usaha atau penanggung jawsb pelaku usaha
di lakasi provel,

JABATAN
Diiz denpan jabatan direksi pelaku ozaha atan penanggung jawonb pelaku
nsaha di lokasi proyek,

[DENTITAS PENANGGUN JAWAED

Diisi dengan nomor idenlitas direksi pelaku usaha atau penanggung jawab
pelakey usaha di lokasi provek

EMAIL
Dvis dengan email direksi pelaky usaha atau penangaung jawab pelaka usaha
di lokasi provel,

KONTAK PENANGGUNG JAWARB
Diisi depgan oo handphone dircks: peiaku usaha atau penanggung jawab
pelaku usaha di lokast proyek.

KEFALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PE1LAYANAN TERPATILT SATLI PINTL

KABUPATEN TABALONG,

Ditandatangam secara elektronik
iMama Pejabat Penandatangan)

DUPATI TABALCHNG,

e,

MUIIAMMAD NCOOR RIFANI
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LAMPIEAN X

FERATLIRAN BUPATI TARALONG
NOMOE 1T TAHUN 2026

TEMTANG

FELOMAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

FORMAT PERINGATAN PERTAMA DAN TERAKHIE

Menimbang

Mengingathan :

Menetapkan

KESATU

KEDATA

KOP SURAT

PERINGATAN PERTAMA DAN TERAKHIR

1.
2. ..
3. Dst;

o 1

ATAS NAMA ...
NOMOE ...

Bahwa berdasarkan keterntuan Pasal .. ayat ...
Pzraturan Pemerintah Momor 28 Tahun 20235 enfang
Penyelenggaraan Pemzinan Berussaha Berbasis Risiko,
Permerintah mengatur pengenaan Sanksi Administratif
lerhadsp Ussha danfatau Kegiatan vang melakukan
pelanggaran terheadap ketenran perindang-
undangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ...
Peraturan Bupati Tabalong Nomer . Tahun 2026
tenrang -, Bupatl berwenang melakukan pengawasan

Perzinan Berusaha Berbasis Risiko dan pengenaan
Sankzi  Administratif terhadap  Usaha  dangfatau
kegiatan;

babwa berdazarkan

babhwa  berdasarkan  pertimbanpan  sebagaimana
dimaksud dalam hurd 2, huruf b dan hoacut e, perlu
menctapkan Pengenaan Sanksi Adbanisioatil
Petingatan Pertama dan Terakhir atas nama ... ...
Nomor ... tanggal ;

MEMUTLISKAN:

PENGENAAN SANKSD  ADMINISTRATIF PERINGATAN
PERTAMA DAN TERAKHIR ATAS NAMA ...,

hoon e Gk

blenpgenakan Sanksi Admirustranil kepa.da:

Mama Pelaku Usaha

Alamat kantor pusat P y
KBLI/Bidang Usaha e e
Lolkasi Usaha '

Sanka Admimstratif Peringatan Perlaina dan Terakhir
dikenakan atas pelanggaran berupa ...



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

77

Berdaszarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Arnatr KEDUA, Pelakiu Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Amar KESATU wajib melaksanakan kewajiban
betufra... .., dalan jangka waktu 30 {tga puluh) Hari.

Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar
KETIGA tdalk dilaksanalkan, Pelaku Usaha dikenakan

sanks: tahap berikutnya  sesual dengan  ketentuarn
peraturan perundang-undengan.

keputusan ind berlakua sejak tanggal ditetapkan.

Dietapkan di
pada tanggal dd f o fyneyy

an. Bupati Tabalong
Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayan Terpadu Satu Pimtu Kahapaten
Tabalong,

Ditandatangani secara elektronik
(Nama Pejabat Penandalangan)

BUPATI TABALNG,

trd.

MULIAMMALD NOOR EIFAMI



TR

LAMFIRAN XI

PERATURAN BUFATI TARALONG
NOMOR 17 TAHUN 2026
TEMTANG

FEDOMAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

FORMAT PERTAMA/PERINGATAN KEDUA/PERINGATAN KETIGA

KOP SURAT

PERINGATAN PERTAMA/PERINGATAN KEDUA /PERINGATAN KETHIA®)

Menimbang

Menmngat

Menerapkan

KESATU

EELNA

ATAS NAMAMA
MOMOR ...

bahwa berdasarkan ketertuan Pasal | ayat ...

Peraturan Pemcrintah Neroor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
Pererintah menguiur pengenaan Sanksi Adminisorati
terhadap Usaha dan/fatau Kepatan yang melakukan

pelanggaran terhadap  ketentuan  perundang-
undangan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pa=al .. ayat
Feraturan Bupat Tabalong Nomor | .Tghun 2026
tentang ......., Bupati berwepang melakakan

pengawsasan Perizinan Berusaha Berhasis Risikoe dan
pengenaan  Sanksi Admimistratil erhadap Usaha
dan/atau Kegiatan,

babwa berdasarkat;

bahwa berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana
dimaksud dalam huruf a, hurul b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Pengenaan Samksi Admimistratif
Peringatan Pertama/Peringatan  HKedua /Perinpatan
Ketiga atas noma .. . Nomor . tanggal:

MEMUTUSKAN:

FENGENAAN SANKEl ADMINISTRATIF PERINGATAM

PERTAMA/PERINGATAN KEDUA/ PERINGATAN KETICA *+)
ATAS NAMA ..

Mengenakan Sanksi Administratif kepada:

1.

h N & Wbk

Mama Peruzahan

NIB L e

Alarmat Bantor pusat

WKL
KBLI/Bidang UUraha
Lokasi Usaha

Sankzr  Admnestranl Peringatan Pertsma/  Peringatan
Kedua/fPeringatan Ketiga dikenakan atas pelanggaran
berupa



RETIGA

KEEMPAT

KELIMA

-7,

Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Amar KEDUA, Pelalu Ussha sebagaymana dimaksuad
dalem Amar KESATL dikenakan kewsjrban erdpa. .,
dalam jangha waktu 307 157 19 Ham”,

Dalam hal kewajiban sebapaimana dimaksud dalam Amar
KETIGA tidak dilaksanakan, Pelaku l.saha dikenakan
saetikai  tahap berkutnya  sesusi  dengan ketentuan
peratdrat peratidang-undangan.

: Kewajban sebapaimand dimsaksud daiam Amar KETIGA

wajlh dilaksanakan terhitung ssjak tanggal difetaplcan.

Ditctapkan di
pada tanggal dd/mm fyvyyy

an. Rupati Tabaleng

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan
Terpadu Szlu Pintu Kabupaten Tabalang,

Ditandatangani secara elekirommk
(Mama Pejabat Penandatangan)

BUPATI TABALCNG,

tict.

MUHAMMAD NOOR RIFANI
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LAMPIRAN Xil

PEREATURAN BUPATI TARALONG
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MGDAL

FORMAT PENGHENTIAN SEMENTAEA KEGIATAN USAHA

KQP SURAT

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

ATAS NAMA ...,

a. bahwa berdasarkan Urtenruan Pasal . ayar .
mengatur pengenaan Sanks: Administratil terhadap
Péraluran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 wentang
Penyelengzaraan Perizinan Berusahs Berbasis Risiko,
Femerintah  Usaha dan/fatau  Kegiatan  vang
melakukan pelanggaran  terhadap ketentuan
perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pazal . ayat
Peratyran Bupati Tabaleng Mompo Tahun 2026
lernlang ... Bupati  berwenanz melakukan
pengawasan Perizinan Berusaha Berbasiz Risiko dan
pengendan  3anksi Administratift  rerhadap  Uzaha
danfatau Kegiatan;

<. bahwas berdazarkan ..

4. bahwa Berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hural a, huruf b dan huml ¢, perlu
menalapkan Fengenaan  3Janksi  Admministratif
Penghentian Sementara  aas nama.....Nomor
tanggal._...:

'

2 :

List

MEMUTLISKAN :
: PENGENAAN SANKS] ADMINISTRATIF

PENGHENTIAN SEMENTARA ATAS NAMA .,

: Mengenakan Sanksi Administratif kepada:

1. Mama Felakuy Usahg

2. NIB

3. Alamat kantor Pusat

4. WKL :
5. KBLI/Bidang Uzaha T s
6. Lakasi Usaha :

Sanksl Administratilt Penghentsn Sementara dikenakan
atas pelanggaran berupa ...



KETICA

KEEMPAT

KELIMA

KEEMNAM

M-

Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Amar KEDUA, Pelaku llsaha arhapgaimzna dimaksad
dalam Amar KESATU wajib melakzanaken kcowajibon
Derupa ... dalam jangka wakiu 30 Han®.

Lalami hal penpenaan sanksi penghenlian  sementara
scbagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, Pelabkuo
Lsuha ridak dapat melakukan kegiatan  berusaka
dan/atau pembatazan aksi karporaszi dalam sistem O35

Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar
KEEMPAT tidak dilak=anakan. Pelaku Usaha dikenakan
sanksl tahap berikutnya sesual dengan  keentuan
peraturan perundang-undangan,

Kewapban sebagamimana dimaksud delam Amar KETIGA
wajib dilaksanakan terhirung sejak tunpgal ditetapkan.

Ditctapkan di
pada tanggal dd S yy vy

fn Bupah Tabalong
Kapala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong,

[ntandatangan. secara elekironik
INama Pejabat Penandatangan)



-82-
LAMPIRAN SURAT PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PENGHENTIAN SEMENTARA

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI
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LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOER 1T TAHUN 2026
TENTANCG

PEDOMAN PELAKSANAAN FENANAMAN
MODAL

FORMAT DENDA ADMINISTREATIF KEGIATAN USAHA

KCOP SURAT

Menimbang

bMengingat

Mcnetapkan

KESATU

KEPUA

KETIGA

DENDA ADMINISTRATIF
ATAE NAMA ..

:a.  bahwa berdaszarkan ketentuan  Pasal . oayst ..

Feraturan Pemerintaby Momor 28 Tahun 2025 tentang
Cenyelenggarzan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Femerintah mengatur pengenaan Denda Administratil
terhadap Usaha danfatau Kegiatan vanp melakukan
pelanggaran terhadap ketenluan perundang-

Lndangan;
b. babwa berdasarkan Peraturan  Bupati | Tabalong
Nomor ... Tahun 2026 tanggal ... tentang Pengendan

Sanks) Administratil berups Penngatan Pertama dan
Terakhir/Penghentian Sementara, Bupati berwenang
mengenakan Denda Administran! terhadap Usaha
dan/atau Kegiarzm;

.  bahwa berdassckan .

. bahwa berdasarkan  pertimbangan  schagaimana
dimaksud daiam horaf a, huraf b dan hurul ¢ perlu
menetapkan  Dendsa Adminisfratil  @tas  hama
nomaor... langgal..

MEMUTUSKAN !
FENGEMNAAN DENDA ADMINISTEATIF

Menpgenakan Denda Administratif Kepada.
1. Mama Pelaku Usahs '

2. NIB

3. Alamat kantor pusat
1. NEU

5. HKBLLfBwlang Usaba
b, Lokasi Usaha

Denda Administratil dikenakan atas pelangparan
Berupa ...

Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Amar KETHMJA, Pelab Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Amar KESATU dikenalkan denda administratif

schesar Rp- -t



KEEMPAT

KELIMA

KFEFNAM

KETLLIUH

A

Denda  administratif sebapsimana dimaksud 41 AMAR
KETIGA wajib difunas olch Pelabko Usaha paling lama 30
liga puluby) har sejal tapggal diterbitkannya Kepubusan
Menteri ini oleh Pelaku Usaha

Denda administrati] disetorkan ke Kaz Dacrah dengan
kode akun .. Pendapatan Denda/Kompensasi di Hidaog
Penanaman  Modal/Pengawasan  Perizinen  Berusaha
Berbasiz Fasiko/dst,

Dalam hal kewajiban zebagaimana dimaksizd dalam Amar
KEEMPAT dan KELIMA tidak dilaksanzkan. Pelalku Tsaha
dikenakan sanksi berikutoya scsual dengan Kercntwan
Peraluran peryndanyg-undangan;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diteraplean

Ditcrapkan di
pada tangeal dd/mm fyvyy

(LN T

an. Bupati Tabalong
kepala Dings Penanaman Modal dan Pelayan
Terpadu Salu Pintu Kabupatoen Tabalong,

Mmtandatangani secara elektronik
{Nama Pejabat Penandatanpgan)

BUPATI TABALONG.

Ltct,

MUHAMMALD NOGH BIFANI
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LAMPIRAN XIV

FERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 17T TAIIUN 2026

TEMTAMG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANAMALN
MODAL

FORMAT DAYA PAKSA POLISIONAL KEGIATAN USAHA

KOQP 3UREAT

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU
NIE

WELS

v LA e G b

KEDUA

KETI:A

DAYA FPAKSA POLISIONAL KEGIATAN USAHA

ATAS MAMA .

: a. bahwa berdaszarkan ketentuan Pasal ... ayat ...

Peraturan Femerintah Nomor 28 Tabhun 2025 tentang
Penyelernggaraan Perzinant Berusaha Berbasis Risiko,
Pemerintah mengatur pengenaan Sanksi Daya Paksa
Polisional terhadap Usahs dan/fatau Keglatan yang
melakukan pelanggaran rerhadap  ketentuan
perundang-undangan;

B. bahwa berdasarkan Keputuszan Bupeti Tabalong
Nomor ... tanggal. .. tentang  Pengenaan Sanksi
Administratiil  berupa ., Dupal: berwenang
mengenekan Duya Paksy Polisional terhadap Usaha
danfatau Kegiatan,;

. bahwa berdazarkan ...

d. bahwa berdazarkan perfimbangan sehagaimana
dimaksud dalam bhoaml a dan humal b, perla
menetapkan Daya Paksa Polisional atas nama....
nomar....tangzal....

Dst.
MEMUTUSKAN :
PENGENAAN DAYA PAKSA POLISIONAL

Menpgenalkan daya paksa pelisional kepada:

Mama Peigku Usaha -

Alarnat kantor pusat

KBLI/Bidang U=aha
Lolkasi Usaha

Daya Paksa Polisional dikenakan atas pelanggaran
berupa. ...

Berdasarkan prlanpgearan sebagsimana dimaksud dalam
Amar KEDUA, Pelaku Usaha scbhegeimona dimakesud
dalam Amar KESATL dikenakan dava paksa polisional
berupa ... ;



KREEMPAT

EELIMA

KEEENAM

-HF-

Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dumaksud dalam
Aamar KEDUA, Pelalm Usaha sebagamana  dimalosod
dalam Amar KESATU wajib melaksanakan kewajiban

Dalam hal kewajban sebagaimana dimaksud dalam Amar
KEEMPAT tidak dilaksanakan, Pelaku Usaha dikenakan
sanksi barikuitoya sesuam dengan ketentuan  peraturan
perundang- undangan;

Reputusan ini mulai berlaku pada ranggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada 1anggal dd fmm /[ yyyy

an. Bupall Tabalong

hepala Dinas Penanaman Madal dan Pelayvan
Terpadua Satu Fintu Kabupaten Tabaiong,

Ditandatangani secara clektronik
(Nama Pejabat Penandalangan)

BUPATI TABALONG,

tid.

MUHAMMAD NOOR RIFANI
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LAMFPIEAN XV

PERATURAN BUFPATI TARALONG
NOMOR 1T TAHUN 2024

TENTANCG

FEDOMAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

FORMAT PENCABUTAN SANKSI DAYA PAKSA POLLSIONAL KEGIATAN USAHA

KOP SURAT

PENRCABUTAN DAYA PAKEA POLISIONAL EEGIATAN USAHA

Menimbang

Mengingar

Menelaphkan

KESATLU

KEDUA

o by —

ATAS NAMA ..

babwn berdasarkan keientuan Pazal o gyat ...
Peraturan Pernerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Pernizinan Berusaha Berbasis Risiko,
Pemerintah  mengatur  pengensan  Dava Faksa
Polizional terhadap lLissha dan/atau Kegiatan yang
melakukon pelanggaran icrhadap kKetentuan
prrundang-undangan;

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong
Nomar .. Tahun ... tanpgal ... tonteng Penpgenaan
Daya Pak=a Prlisional Kegiatan Usaha Atas Nama,
Bupati berwonang thelakukan pengawasan
pemenubhan  kewgjiban  terhadap Usaha danjatzu
Kegatan;

bahwa berdasarkan.............

babwa  berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a, hurul b, dan huraf c, perlu
menetapkan Pencszbutan Daya Paksa Polisional atas
nama.... nomaor tanggal. ...

MEMUTLUSHKAN :

PENCABUTAN DAYA PAKSA POLISIONAL ATAS NAMA ...

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Dayva Paksa
Folizional Nomor .- Tahun ... Tentang. .

Membebaskan segala perintab yang tertuang dalam Sanksi
adrministratif 3ebagaimana dimaksod dalam AMAR Kesatu
b

1.

oL e LD b

MNama Pelaku Usaha i .
- NHIB : e .
Alamat kantor pusat C e e
NKL] L e
KELI/Bidang :aha L e
Lokasi Usaha : C e e



-1
EETICGA : Keputusan ini muia berlaka pada wanggal diteraphan.

NDitctapkan di
pada tanggal dd/mm /yyyy

an, Bupati Tabalong
kepala [hnas Penanaman Modal dan Pelavan
Terpadu Satu Pintu Kehupaten Tabalone.

Duandatangani secara clektronk
{Nama Pejabat Penandatangan)

BLPATI TABALONG,

L.

MUHAMMAD NOOR RIFAN?
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LAMPIRAN XVI

PERATLURAN BLIPATI TARBALDNG
NOMOR 17 TAHUN 2026

TEMNTANUG

PELOMAN PELAKSAMNAAN PENANAMAMN
MODAL

FORMAT SANKS[ FENCAEUTAN LISENSI/SERTIFIKAST/PERSETUJUAN

KOF SUTRAT

Menimbang

Mecngingat

Menctapkan
KEGATU

KEDUA

KETIGA

PENCABUTAN LISENSI/SERTIFIKASI PERSETUJUAN

aon

ATAS NAMA .. .

bahwa berdasarkan Letentuan  Pasal .. ayatb ...
Peraturan Pemcerintah Nomor 28 Tahun 20235 wentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasiz Risiko,
Pemerintah mengatur pengonaan Sanksi Administrabi
terhadap Usaha denfatau Kegiatan yang melalukan
pelanggaran terhadsap ketentan perumdang-

undangan;
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong
Momer .. Tahun 20286 tentang ... . Bupat

berwenang  melakukan  pengawasan  Perizinan
Eerusaha EBEerbasis Fisilke dan pengenzaan Sanksi
Administratif Feocabutan Lizcnsif Sentifikasif
Fersctujuan:

bahwa berdasarkan ... ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf =2, hutal B dan borb o, perhy
menetapkan Pengenaan Sanks Administratil
Pencabutan Lisensi/Sertifikas)f Persetujuan atas
Nema.. ... nomer tanggal

iriy

Dst.

MEMUTLUSKAN :

: PENCABUTAN LISENS[/SERTIFIKAS] PERSETUJUAN
Mrengenakan Sanksi Admmistratif kepeda:

U b LR —

MWama Pelaku Usaha p e
NIB T ememeceeeeanee
Alamat kantor pusat : T,
NKWU L s
KBLI/Bidang Usaha :

Lokazi Usaha

Sanksi Admimstratil’  pencabutan Lisensif Sectihkasif
Persetujuan dikenakan atas pelanggaran berapa:

Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Amar KEDUA, Pefaku Usaha sebagaimana dimaksod
dalam Amar KESAT wajib  melakzanakan kewsapiban
berupa ... ;



KEEMPAT

KELIMA

_G0)-

Dalam hal pengenaan sanksi pencabutan sebagaimana
dimalsud dalam  Amar KEDLA, Pelaku Usaha wapb
mecnghentikan schiruh Kegiatan Usahanya;

kewajiban sebagamnana dimaksud delam Amar KETIGA
wajib dilaksanakan terhitung sejak tanggal ditetaphkan.

Datetapkan di
pada tanggzl dd/mm/ yyvy

an. Bupati Tabalong

Repala Dinas Penanaman Maodal dan Pelavan
Terpadu Satu Fintu Kabupalen Tabalong,

Ditandatangant secara elektronik
|Nama Pejabat Penandatangan)

BUPATI TABALONG,

thd.

MUHAMMAL NOGE RIFANI
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LAMPLIRAMN XVII

FERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

FEDOMAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

FOEMAT PENCABUTAN LISENS]/SERTIFIKASIY PERSETLUJUAN

KOP SURAT

PENCABUTAN
LISENS]} SERTIFIKAS] PERSETUJUAN
ATAS NAMA ..

Metiimbang a. bahwa sehubungan dengon permeohonan dan.
. bahwa berdasorkan pertimbangan sebagainana dimaksud pads
butir a, perlu menetapkan Pencabutan Lisens/Sertlikasi/
Persetyjuan atas nama Nomor... tanggal .. ;

Mengimgat .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCABUTAR LISENSI/SERTIFIKASI/PERSETUJIAN ATAS
NAMA.....

KESATU : Lisensi/Sertilikasi/Persetujuan Nemor . Tanggal .. dicabut
dan dinyatakan tidak herlakns;

KEDUA : Pada szav keputusan im mulai berlaku, Pelaku Usaha sesual

peratiran peribdang -undangan diwajibkan.

a. menyelesaikan  selurabh kewajiban wrkait  ketentusn
Penzinan Benusaha Berbasizs Risiko,

b. menyclesaikin masalah fasilitas terhutang  atas
pengimporan  nezin danfaiaa peralatan, dalam  hal
Felaku Usaha memanfaatkan [lasiluas pengimporan
mesin dan/alay peralatan vang dimaksud: dan

c. menyelesailan masalah  yanhg terheair dengan
ketenagakerjean scsual dengan peraturan perundang-
undangan.

KEEMPAT T Apabila di kemudian har ternvata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, maka akan dilakukan perhakan sebagaimana
mestinya,

KELIMA - Keputusan imi mulai berlaky pada tanggal diretapkan.



.G

Ditetapkan di
pada tanggal dd S S

an. Bupati Tabalong

hepala Dinas Penanaman Modal dan Pelavan
Terpadu S3atu Pintg Kabupaen Tabalong,

Dilandatangan sccara clektronik
INarma Pejabatl Penandatangany)

BEUPATIE TABALONG,

(3=

MUHAMMAD NOOE RIFAN]
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LAMPIRAN XV

FEEATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 17 TAHUT 2026

TENTAMG

FECOMAMN PELAKSANAAN PENANAMAN
MoDAL

FORMAT SANKS] FENCABLUTAN PEBR

KOP SLIRAT

PENGENAAN SANKEL ADMINISTRATIF PENCAPLITAN PRER

Memmbang:

Mengingal

-

ATAS NAMA.. ... MOMOR. ...

a. bahwa berdasarkan  Ketentuan Pasal ... avat ..., Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenpgaraan
Penizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pemernntah mengatur
pengenaan Sanksi Admimistraid  terhadap Usaha  danfatao
Kegiatan wang melakukan pelanggaran  terhadap  Kets=atuan
prrundang-undangan.,

bahwa berdasgarkan keteptuan Pasal . ayval ... Peraturan Menten
Investasi dan HilirisasifKepala Badan Keordinasi Pepanaman
bodal Momor Tahun 20213 tentang ... Bupati berwenang
melakukan pengawasan Pernzinan Berutaha Berbasiz Risile dan
pangenaan  Sanksi  Adrunisteatil terhadap  Usaha dandataug
Kegiatan,

bahwa berdasarkan....:

bahwa berdasarkan perlimbangan schagaimana dimeksud dalam
hurul a dan huruf b, perlu menetapkan Penpenaarn Sanksi
Adminiatratif Péncabutan FBBR Nowmor ... tanggal ...

MEMUTLISHAN:

FENGENAAN SANKS] ADMINISTRATIF PENCABUTAN PEBE

KESATU

KEDUA

KETICGA

Mengenalkan Sanksi Administranf kepada:

Nama Pelaku Usaha

NIE

Atamar Kantor Puasat i
NEL! i
KEL]{Bidang Usaha e
Lokasi Usaha .

i

Sanksi Administratif pencabutan MBER dikenakan atas
pelanggaran berupa ...,

Berdaszarkan pelanggaran szebagaimana dimakzud dalam
Amar KEDUA. Pelaku Usaha sebapaimana dimaksud dalam
Amar KESATIL) WHJI]"F melakzanakan kﬂu;q“han Pelalog Usaha
berupa......;



4.

KEEMPAT : Dalam hal pengenaan sanksi pencabutan sebagaimana
dimaksud dalam Amar KEDUA, Pelakun Usaha wajib
rmenghentikan selurvh Eegatan Usahanya,

KELIMA - Keputusan ini berlak terhitung scjak tanggal ditetapkan.
Txretapkan di
pada tanggal dd/mm fyyvy
an. Bupat: Tabalong

kepala Dhinas Penanaman Modal dan Pelayan
Terpadu Satu Pinlo Kabupaten Tabalonmg,

Ditandatangani secara elekironik
iNama Pgjabat Penandatangan)




LAMPIRAN SURAT SANKS] PENCABUTAN PBBR

BUPATI TABALONG,

tted.

MUHAMMAD NOOR RIFANI



